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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PROGRAM ASISTENSI REHABILITASI 

SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS KECAMATAN 

SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

OLEH : 

Anisa Tri Sofia Rizki Subekti 

12270521246 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Asistensi 

Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu, menggunakan teori implementasi kebijakan George C. 

Edwards III yang mencakup  empat indikator utama : komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Informan terdiri dari pihak 

Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, perangkat desa, dan masyarakat penyandang 

disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program ATENSI 

belum berjalan optimal. Dari Aspek komunikasi lemah sosialisasi kepada masyarakat 

tidak pernah dilakukan. Pada aspek sumber daya, jumlah pendamping terbatas, 

sarana-prasarana tidak memadai, dan anggaran belum cukup untuk mendukung 

kegiatan rehabilitasi sosial secara komprehensif. Disposisi pelaksana menunjukkan 

komitmen yang baik, namun keterbatasan pemahaman teknis menghambat pelayanan. 

Struktur birokrasi juga belum jelas karena koordinasi yang minim, serta monitoring 

dan pelaporan yang tidak rutin.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

Program ATENSI masih berfokus pada bantuan fisik dan belum memenuhi standar 

layanan rehabilitasi sosial sebagaimana diamanatkan Permensos No. 7 Tahun 2021. 

Diperlukan sosialisasi yang jelas, peningkatan sumber daya, serta penguatan 

koordinasi agar program dapat diimplementasikan secara efektif. 

Kata Kunci : Implementasi, ATENSI, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL REHABILITATION ASSISTANCE 

PROGRAM FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN SEBERIDA DISTRICT, 

INDRAGIRI HULU REGENCY 

BY : 

Anisa Tri Sofia Rizki Subekti 

12270521246 

This study aims to analyze the implementation of the Social Rehabilitation 

Assistance Program (ATENSI) for people with disabilities in Seberida District, 

Indragiri Hulu Regency, using George C. Edwards III's policy implementation theory 

which includes four main indicators: communication, resources, disposition, and 

bureaucratic structure. The research method used is descriptive qualitative through 

interviews, observation, and documentation. Informants consisted of the Indragiri 

Hulu Regency Social Service, village officials, and people with disabilities. The 

results of the study indicate that the implementation of the ATENSI Program has not 

been running optimally. From the communication aspect, socialization to the 

community has never been carried out. In the resource aspect, the number of 

companions is limited, facilities and infrastructure are inadequate, and the budget is 

not enough to support comprehensive social rehabilitation activities. The disposition 

of the implementers shows a good commitment, but limited technical understanding 

hinders service. The bureaucratic structure is also unclear due to minimal 

coordination, as well as irregular monitoring and reporting. This study concludes that 

the implementation of the ATENSI Program is still focused on physical assistance 

and has not met the standards of social rehabilitation services as mandated by the 

Minister of Social Affairs Regulation No. 7 of 2021. Clear socialization, increased 

resources, and strengthened coordination are needed so that the program can be 

implemented effectively. 

Keywords: Implementation, ATENSI, Persons with Disabilities, Social Services. 
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Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan 
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berjudul “Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Bagi 

Penyandang Disabilitas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu” Skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada 
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Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membimbing 
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beliau, umat Islam dapat menikmati kehidupan yang dilandasi nilainilai kebenaran, 

keadilan, serta kasih sayang. Semoga kita semua senantiasa mampu meneladani 

akhlak mulia beliau dalam setiap langkah kehidupan, baik dalam beribadah, 

bermasyarakat, maupun menuntut ilmu demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat.  

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan 

pada jenjang Strata Satu (S1) di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan 

banyak bimbingan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak yang turut berperan 

dalam membantu kelancaran penelitian ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang rentan 

menghadapi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka sering 

mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, 

serta berbagai fasilitas umum lainnya. (Purnomosidi, 2017). Penyandang 

disabilitas adalah kelompok yang paling sering mengalami diskriminasi dan hak-

haknya masih sering tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena mereka sering 

dianggap sebagai orang yang tidak sempurna, sehingga cenderung mendapat 

perlakuan tidak adil. Selain itu, masih banyak hak-hak lain yang belum 

terealisasikan bagi para penyandang disabilitas. (Ndaumanu, 2020). 

Walaupun begitu, banyak orang masih belum mendapatkan perhatian dan 

perlindungan sosial yang cukup, sehingga memengaruhi kualitas hidup mereka 

dan membuat sulit bagi mereka untuk hidup secara mandiri dan bermartabat. 

(Santoso & Apsari, 2017). Ini jelas menjadi hal yang tidak baik bagi penyandang 

disabilitas, karena mereka sering dianggap tidak mampu hidup mandiri atau harus 

bergantung pada orang lain, sehingga merasa tidak memiliki kemandirian. 

Sebenarnya, penyandang disabilitas juga harus hidup dengan cara yang sama 

seperti orang lain di masyarakat, dan berusaha untuk tidak tergantung pada siapa 
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pun. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang biasa. karena 

hal ini, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus dan lebih 

baik, agar tidak merasa terasing dan mendapat perlindungan yang cukup. 

(Syobah, 2018). 

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesejahteraan 

sosial adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara telah terpenuhi, sehingga mereka bisa hidup dengan layak, berkembang 

secara pribadi, dan menjalankan peran sosialnya sebagai manusia. Dalam proses 

rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, hal ini dilakukan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  (Thohari, 

2014). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 

menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki 

keterbatasan pada kemampuan mental, fisik, atau sensorik dalam jangka waktu 

yang cukup lama. Mereka mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi 

dan berpartisipasi secara penuh serta efektif dengan orang lain. Kelompok 

penyandang disabilitas dibagi menjadi empat jenis, yaitu disabilitas fisik, 

intelektual, mental, dan sensorik. (Hestiantini & Pribadi, 2020).  

 Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Daerah 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang 

disabilitas, disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan 

bantuan sosial seperti yang dijelaskan dalam aturan tersebut. Dalam pasal 41 ayat 
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1 dinyatakan bahwa bantuan sosial diberikan agar membantu penyandang 

disabilitas meningkatkan kesejahteraannya.  Kebijakan program bantuan sosial di 

Indonesia sangat penting, sesuai dengan pengamanan dalam Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara memiliki 

kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan meningkatkan 

kesejahteraan umum demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 yang 

telah diubah terakhir melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 

2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang dibiayai dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bantuan sosial adalah bentuk bantuan 

yang diberikan secara terbatas dan dipilih secara selektif, berupa uang atau 

barang, kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Dalam memberikan dan menerima bantuan sosial, baik pemerintah daerah sebagai 

pemberi bantuan maupun masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagai 

penerima, diwajibkan untuk menjelaskan dengan jujur bagian bantuan yang 

diterima sesuai dengan aturan yang berlaku. (Maharani et al., 2023). 

 Karena itu, pemerintah bisa membuat program bantuan sosial khusus yang 

membantu penyandang disabilitas. Salah satunya adalah memberikan bantuan 

sosial langsung kepada mereka, dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan 

pokok hidup, seperti biaya berobat, akses yang mudah, serta alat bantu seperti 

kursi roda, alat dengar, atau prostetik yang dibutuhkan. Bantuan ini berdampak 
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langsung pada kualitas hidup orang dengan disabilitas, sehingga mereka bisa 

lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, program 

bantuan sosial bisa menjadi cara yang efektif untuk memberikan bantuan yang 

lebih inklusif dan meringankan tekanan hidup mereka. Bantuan sosial yang tepat 

sasar dan merata akan membantu orang dengan disabilitas mendapatkan 

kehidupan yang lebih baik, serta memperkecil perbedaan sosial di masyarakat. 

(Afifah, 2023). 

Tabel 1.1 Provinsi yang memiliki program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) 

No                                               Nama Provinsi 

1.                                                       Riau 

2.                                                     Lampung 

3.                                                 Sumatera Selatan 

4.                                                 Bangka Belitung 

5.                                                     Bengkulu 

6.                                                 Sulawesi Selatan                  

7.                                                 Sulawesi Tenggara 

8.                                                         Banten 

9.                                                     Jawa Tengah 

10.                                                       Bali 

    Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau 2025 

 



5 
 

 Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dijalankan berdasarkan 

Permensos Nomor 7 Tahun 2021. Program ini bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan sosial dengan memberikan perlindungan sosial yang mencakup 

pemenuhan kebutuhan hidup layak, pelayanan perawatan sosial, terapi fisik dan 

psikososial, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, serta 

meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tujuannya agar mereka 

dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam masyarakat. 

 Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan bantuan 

sosial yang menggunakan cara kerja berdasarkan keluarga, komunitas, dan 

pengasuhan residensial untuk membantu orang atau kelompok yang menghadapi 

masalah sosial agar bisa menjalankan peran sosialnya dengan normal dan mandiri 

di tengah masyarakat. Program ini memberikan bantuan yang mencakup 

pemenuhan kebutuhan hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial, serta 

pelayanan sosial dan/atau perawatan anak, dukungan dari keluarga, terapi fisik, 

terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, pelatihan keterampilan kerja, 

pembinaan usaha, bantuan sosial, bantuan tambahan sosial, dan dukungan untuk 

aksesibilitas. (Fidiyani et al., 2024). 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 sebuah program 

bantuan sosial bersyarat Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas dan lansia secara 

holistik dan terstandar. 
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b. Memberikan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, 

dan/atau residensial. 

c. Memenuhi kebutuhan hidup layak penerima program. 

d. Memberikan perawatan sosial dan terapi fisik serta psikososial. 

e. Menyelenggarakan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. 

f. Memberikan bantuan sosial dan dukungan aksesibilitas. 

g. Memfasilitasi penerima agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar 

dalam masyarakat. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021, tujuan dari 

program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah membantu individu, 

keluarga, kelompok, atau komunitas yang menghadapi masalah sosial. Kelompok 

yang menjadi sasaran mencakup anak yang membutuhkan perlindungan khusus, 

penyandang disabilitas, lansia, korban kekerasan dan eksploitasi, korban bencana 

alam atau sosial, orang dengan HIV/AIDS, gelandangan dan pengemis, orang 

dengan gangguan jiwa, serta kelompok rentan lainnya yang membutuhkan layanan 

rehabilitasi sosial. Setiap jenis penyandang disabilitas memiliki kriteria tertentu 

masing-masing. 
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Tabel 1.2 Jumlah Jenis Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu 

        Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 2025 

Berdasarkan data pada tabel, menunjukkan bahwa jumlah penyandang 

disabilitas di kecamatan seberida kabupaten Indragiri hulu masih mengalami flaktuasi 

dari tahun 2022 hingga 2024. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2023, 

namun jumlah tersebut kembali meningkat di tahun 2024. Hal ini memperlihatkan 

permasalahan dalam upaya penanganan dan pendampingan penyandang disabilitas 

belum berjalan maksimal, karena jumlah penyandang disabilitas tidak menunjukkan 

menurun. Kenaikan jumlah disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental  bahkan 

disabilitas ganda di tahun 2024 meinjadi indikasi bahwa program ATENSI belum 

berjalan secara maksimal. Selain itu, konsistensi data menandakan bahwa masih 

adanya kendala dalam sistem pendataan dan monitoring. Permasalahan yang terlihat 

dari data adalah ketidakstabilan jumlah penyandang disabilitas yang menunjukkan 

belum efektifnya program ini. Sehingga upaya pemerintah dalam memberikan 

intervensi program ATENSI, maupun rehabilitasi sosial masih menghadapi kendala, 

No Jenis Disabilitas 2022 2023 2024 

1.            Disabilitas Fisik                23                 18                    20 

2.            Disabilitas Sensorik          18                 15                    18 

3.            Disabilitas Intelektual       12                  7                     10 

4.            Disabilitas Mental              8                   7                      9 

5.            Disabilitas Ganda               5                   5                      7 

               Total                                  66                 52                    64 
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baik dari sisi sumber daya, anggaran, maupun konsistensi pendataan. 

Tabeiil 1.3 Jumlah Masyarakat Peiinyandang Disabilitas Di Keiicamatan Seiibeiirida  

Kabupateiin  Indragiri Hulu 

No       Nama Deiisa                       2022                  2023                  2024  

1.         Pangkalan Kasai                 4                         2                       7 

2.         Bandar Padang                   8                         5                        7 

3.         Beiiligan                               8                         6                       6 

4.         Bukit Meiiranti                     5                         3                       6 

5.         Buluh Rampai                    5                         5                       4 

6.         Keiileiisa                                5                         7                       4 

7.         Payarumbai                        4                         8                       7 

8.         Peiitala Bumi                       6                         3                       5 

9.         Seresam                             3                         5                       5 

10.       Sibabat                               8                         5                       7 

11.       Titian Reiisak                      4                         3                       6 

            Total                                 66                       52                     64 

 Sumbeiir : Dinas Sosial Kabupateiin Indragiri Hulu 2025 

Berdasarkan data pada tabel, menunjukan bahwa program yang dilakukan belum 

konsisten dan belum efektif dalam menekankan jumlah penyandang disabilitas. Ada 

pendataan yang belum optimal sehingga data tiap tahun tidak menggambarkan kondisi 

real di lapangan. Dengan demikian, permasalahan yang muncul dari data ini adalah 

ketidakstabilan jumlah penyandang di tiap desa, yang menandakan masih lemahnya 

sistem pendataan serta belum maksimalnya program pemerintah dalam memberikan 

layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). 
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Tabel 1.4  Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Menerima Bantuan Atensi Di  

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu 

No         Jeiinis Bantuan                   2022               2023               2024 

1.           Kursi Roda                         24                   11                    5 

2.           Tongkat                              10                    2                    13 

3.           Alat Bantu Deiingar              1                     0                     4 

4.           Tangan Palsu                       1                     0                     0 

5.           Seiimbako                             0                     3                     5 

6.           Kaki Palsu                           2                     0                     4 

              Total                                  38                    31                   34 

 Sumbeiir : Dinas Sosial Kabupateiin Indragiri Hulu 2025 

Berdasarkan data pada tabel, menunjukkan bahwa bantuan seharusnya mencakup 

layanan yang komprehensif meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan aksebilitas 

dan alat bantu, dukungan keluarga, terapi fisik, psikososial dan mental spiritual serta 

pelatihan keterampilan dan dukungan keiwirausahaan. Namun, permasalahan yang 

muncul dari data ini adalah bantuan yang disalurkan masih terbatas hanya pada bentuk 

alat bantu sederhana seperti kursi roda, tongkat,  alat bantu dengar serta bantuan tunai 

atau sembako, tanpa ada bentuk dukungan yang lebih luas sebagaimana amanat 

permensos no 7 tahun 2021.  Artinya implementasi program ATENSI di lapangan belum 

sepenuhnya sesuai dengan regulasi, karena lebih menekankan aspek bantuan material 

dibandingkan aspek rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Belum adanya layanan 

pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan atau dukungan kewirausahaan, yang 

seharusnya menjadi bagian penting dari Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). 
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Namun proses pendataan yang dilakukan oleh aparat desa atau pihak non-

profesional sering kali tidak melalui mekanismeii asesmen yang komprehensif 

sebagaimana diamanatkan oleh Permensos Nomor 7 Tahun 2021, yang menekankan 

bahwa penetapan penerima manfaat harus berbasis hasil asesmen oleh pekerja sosial 

profesional. Akibatnya, data yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi 

nyata di lapangan. Beberapa penyandang disabilitas yang sebenarnya sangat 

membutuhkan bantuan tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara yang tidak 

terlalu prioritas justru memperoleh layanan lebih dulu. Kondisi ini diperparah dengan 

kurangnya pemutakhiran data secara berkala, tidak adanya pelibatan aktif komunitas 

disabilitas dalam proses verifikasi, dan terbatasnya koordinasi antar instansi (seperti 

dinas sosial, puskesmas, dan perangkat desa). Dampaknya, penyaluran bantuan menjadi 

tidak tepat sasaran, memicu kecimburuan sosial di antara penyandang disabilitas, serta 

mengurangi efektivitas program di mata masyarakat. Kelemahan dalam sistem 

pendataan ini menjadi salah satu akar dari gagalnya program dalam menjangkau 

keiilompok disabilitas secara menyeluruh dan adil, sehingga perlu dilakukan evaluasi 

mekanismeii identifikasi penerima manfaat yang lebih partisipatif, profesional, dan 

berbasis data yang valid. 

Peiirmasalahan seiimakin kompleiiks keiitika meiilihat beiilum optimalnya 

peiindeiikatan beiirbasis keiiluarga dan komunitas. Program ini seiimeiistinya tidak hanya 

meiimbeiirikan bantuan langsung keiipada individu peiinyandang disabilitas, teiitapi juga 

meiilibatkan keiiluarga dan komunitas seiibagai bagian dari proseiis reiihabilitasi sosial 
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seiicara meiinyeiiluruh. Namun, keiinyataannya program di tingkat lokal masih ceiindeiirung 

beiirsifat individual dan beiirorieiintasi pada peiimbeiirian barang, seiipeiirti alat bantu atau 

seiimbako, tanpa upaya seiirius untuk meiimbeiirdayakan lingkungan teiirdeiikat peiinyandang 

disabilitas. Keiiluarga, seiibagai unit teiirdeiikat yang seiiharusnya meiindukung peiimulihan 

dan peiingeiimbangan keiimandirian, seiiringkali tidak dibeiiri peiilatihan, eiidukasi, atau peiiran 

aktif dalam program. Beiigitu pula deiingan komunitas atau keiilompok sosial di seiikitar, 

yang seiiharusnya meiinjadi ageiin peiindukung inklusi sosial, justru tidak difasilitasi untuk 

teiirlibat atau dibeiirdayakan. Akibatnya, peiinyandang disabilitas teiitap beiirada dalam 

lingkaran keiiteiirgantungan, tidak meiimiliki dukungan sosial yang kuat, dan seiiringkali 

meiingalami diskriminasi atau keiiteiirasingan dari lingkungan seiikitarnya. Keiitidakhadiran 

peiiran keiiluarga dan komunitas ini meiileiimahkan upaya reiihabilitasi yang seiiharusnya 

beiirsifat koleiiktif dan beiirkeiilanjutan, seiirta meiinghambat teiirciptanya masyarakat yang 

inklusif dan ramah disabilitas di tingkat lokal. 

Meiiskipun program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI) teiilah dirancang 

seiibagai salah satu upaya strateiigis peiimeiirintah untuk meiiningkatkan keiimandirian dan 

keiiseiijahteiiraan peiinyandang disabilitas meiilalui peiindeiikatan beiirbasis keiiluarga, 

komunitas, dan reiisideiinsial, impleiimeiintasinya di beiirbagai daeiirah beiilum seiipeiinuhnya 

eiifeiiktif. Peiineiilitian teiirdahulu leiibih banyak beiirfokus pada eiifeiiktivitas program 

Asisteinsi Reihabilitasi Sosial (ATEIINSI) seiicara nasional atau di daeiirah peiirkotaan 

deiingan akseiis layanan sosial yang reiilatif meiimadai, eiivaluasi administratif dan statistik 
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distribusi bantuan tanpa meiinggali peiingalaman langsung peiinyandang disabilitas di 

daeiirah teiirpeiincil, seiirta pada keiilompok reiintan seiicara umum, bukan seiicara speiisifik 

pada peiinyandang disabilitas di tingkat keiicamatan atau peiideiisaan. Namun hingga saat 

ini, beiilum banyak peiineiilitian yang seiicara speiisifik meiingkaji Bagaimana impleiimeiintasi 

program Asisteinsi Reihabilitasi Sosial (ATEIINSI) beiirlangsung di wilayah peiideiisaan 

dan teiirpeiincil seiipeiirti Keiicamatan Seiibeiirida, yang meiimiliki tantangan geiiografis, 

infrastruktur, dan sosial budaya yang beiirbeiida dibandingkan kota beiisar. Keiiseiinjangan 

antara deiisain keiibijakan pusat deiingan reiialitas peiilaksanaan di tingkat lokal, teiirmasuk 

dalam hal peiindataan, sosialisasi, keiiteiirlibatan komunitas, dan akuntabilitas 

peiilaksanaan program. Peiirseiipsi dan peiingalaman langsung peiinyandang disabilitas 

seiibagai peiineiirima manfaat, yang sangat peiinting untuk meiingukur seiijauh mana tujuan 

program beiinar-beiinar meiinyeiintuh keiibutuhan meiireiika seiicara nyata. 

Walaupun Dinas Sosial Kabupateiin Indragiri Hulu teiilah meiimbeiirikan bantuan 

program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEINSI) , keiinyataannya masih diteiimukan 

beiirbagai tantangan dalam meiimastikan teiirpeiinuhinya hak peiinyandang disabilitas 

teiirhadap layanan Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEINSI) yang maksimal. Hal ini 

meiinunjukkan bahwa Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEINSI) beiilum seiipeiinuhnya 

meiinceiirminkan keiibeiirhasilan impleiimeiintasi program Asisteinsi Reihabilitasi Sosial 

(ATEIINSI) bagi peiinyandang disabilitas. Oleiih kareiina itu, peiirlu diteiilusuri beiirbagai 

faktor yang beiirpeiiran seiibagai peiinghambat maupun peiindorong sukseiisnya peiineiirapan 
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program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEINSI) bagi peiinyandang disabilitas di 

Keiicamatan Seiibeiirida Kabupateiin Indragiri Hulu , agar peiilayanan reiihabilitasi sosial 

teiirwujud seiicara optimal. 

Beiirdasarkan kondisi teiirseiibut, peiinting dilakukan peiineiilitian yang fokus pada 

impleiimeiintasi Program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEINSI) bagi peiinyandang 

disabilitas. Peiineiilitian ini beiirtujuan untuk meiingkaji seiijauh mana keiibijakan ini teiilah 

dilaksanakan seiisuai deiingan peiidoman yang diteiitapkan, meiingideiintifikasi hambatan 

dan tantangan yang muncul dalam proseiis impleiimeiintasi. Meiilalui peiineiilitian ini, 

diharapkan dapat meiindukung upaya neiigara dalam meiinciptakan sisteiim peiirlindungan 

sosial yang leiibih inklusif, adil, dan beiirkeiilanjutan bagi peiinyandang disabilitas di 

Indoneiisia. Maka peiinulis meiirasa teiirtarik meiilakukan peiineiilitian yang beiirjudul 

“IMPLEIIMEIINTASI PEIIMBEIIRIAN BANTUAN PROGRAM ASISTEIINSI 

REIIHABILITASI SOSIAL (ATEINSI) BAGI PEIINYANDANG DISABILITAS DI 

KEIICAMATAN SEIIBEIIRIDA KABUPATEIIN INDRAGIRI HULU” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Impleiimeiintasi Program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI) 

bagi peiinyandang disabilitas di Keiicamatan Seiibeiirida Kabupateiin Indragiri Hulu 

2. Apa saja faktor peiinghambat dalam Impleiimeiintasi Program Asisteiinsi 

Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI) bagi peiinyandang disabilitas  di Keiicamatan 
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Seiibeiirida Kabupateiin Indragiri Hulu? 

1.3 Tujuan Peiineiilitian 

1. Untuk meiinganalisis Impleiimeiintasi Program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial 

(ATEIINSI) bagi peiinyandang disabilitas di Keiicamatan Seiibeiirida Kabupateiin 

Indragiri Hulu. 

2. Untuk meiinganalisis Apa saja faktor peiinghambat dalam Impleiimeiintasi 

Program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI) bagi peiinyandang disabilitas  

di Keiicamatan Seiibeiirida Kabupateiin Indragiri Hulu. 

1.4 Manfaat Peiineiilitian 

Peiineiilitian ini meiimbeiirikan beiirbagai macam manfaat bagi beiirbagai pihak seiicara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat teiirseiibut adalah : 

1. Manfaat Teiioritis 

Hasil peiineiilitian ini dapat meiimbeiirikan manfaat bagi Program Asisteiinsi 

Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI) bagi peiinyandang disabilitas dalam 

meiiningkatkan keiiseiijahteiiraan sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil peiineiilitian ini dapat dimasukkan bagi masyarakat dan peiimeiirintah dalam 

meiinghadapi peiirmasalahan yang ada dan meiinambah wawasan dan 

peiingeiitahuan peiinulis. 
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3. Manfaat Akadeiimis 

a) Peiineiilitian ini diharapkan dapat meiimbeiirikan kontribusi yang beiirmanfaat 

bagi peiirkeiimbangan Ilmu Administrasi Neiigara khususnya dalam Program 

Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI) dalam meiiningkatkan 

keiiseiijahteiiraan sosial. 

b) Bagi peiineiiliti lain dapat meiinjadikan seiibagai acuan teiirhadap 

peiirkeiimbangan ataupun peiimbuatan dalam peiineiilitian yang sama 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sisteiimatika peiinulisan beiirtujuan untuk meiinggambarkan rangkaian peiimbahasan  

seiicara sisteimatis seiihingga keiirangka proposal meiinjadi jeiilas dan teiirstruktur, seiirta 

kajian peiineilitian tidak keiiluar dari pokok peiimbahasan peiinulis peiineiilitian ini dibagi 

meiinjadi tiga bab sebagai beiirikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini peiinulis meiinguraikan latar beiilakang peiinelitian, rumusan masalah, tujuan 

peiineilitian, manfaat peiineiilitian dan sisteiimatika peiinelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini meiinguraikan teori, konseiip opeiirasional/variableii peiineiilitian dan keiirangka 

peiimikiran yang beiirhubungan deiingan peiineiilitian ini seiihingga dapat ditarik suatu 
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hipotesa. 

BAB III : METODEII PENELITIAN 

Pada bab ini meiinjeiilaskan teiintang jeiinis peiineiilitian, lokasi dan waktu peiineiilitian, jeiinis 

dan sumbeir data, teiiknik peiingumpulan data dan teiiknik analisis. 

 

 BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PEINEILITIAN 

Pada bab ini meinjeilaskan teintang keiadaan umum kondisi geiografis dan monografi 

Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu. 

BAB V : HASIL PEINEILITIAN DAN PEIMBAHASAN 

Dalam bab ini meimuat hasil dari peineilitian dan peimbahasan yang dilakukan, 

BAB VI : PEINUTUP 

Pada bab ini beirisi keisimpulan hasil peineilitian seirta saran yang dapat dibeirikan 

keipada pihak teirkait beirdasarkan teimuan peineilitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEIORI 

 

2.1 Konseip Keibijakan Publik 

2.1.1 Peingeirtian Keibijakan publik  

Keiibijakan publik adalah seiirangkaian tindakan atau keiiputusan strateiigis yang 

diambil oleiih aktor peiimeirintahan, baik dalam beiintuk tindakan langsung maupun 

keiiputusan untuk tidak beiirtindak, yang diarahkan untuk meiinyeiileiisaikan masalah 

publik seiirta meiiningkatkan keiiseiijahteiiraan masyarakat. (Deiisrineiilti, D., Maghfirah 

Afifah, 2021). Meiinurut Thomas R. Dyeii, keiibijakan publik adalah "apapun yang 

dipilih oleiih peiimeiirintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Definisi ini 

menekankan bahwa tindakan maupun keiitidaktindakan pemeirintah meiimiliki dampak 

yang signifikan dalam keiihidupan sosial. Leiibih lanjut, EIIaston mendefinisikan 

keiibijakan publik seiibagai "alokasi nilai secara otoritatif bagi seiiluruh masyarakat", 

yang artinya hanya leiimbaga yang sah seiicara politik (seiipeiirti peiimeiirintah) yang 

meiimiliki kewenangan untuk meiingambil keiiputusan yang beiirdampak bagi 

masyarakat luas. Keiibijakan publik bukan hanya seiirangkaian tindakan teiiknokratik, 

melainkan bentuk konkreiit dari perumusan nilai, prioritas, dan keadilan dalam 

masyarakat. (Rantung, 2024) 

Peiindapat Dyeii teiirseiibut seiilaras deiingan apa yang dikatakan oleiih 

Heiiideiinheiiimeiir, eiit. al. dalam (Winarno Budi & Admojo Trio, 2014) bahwa kebijakan 
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publik meiirupakan studi teiintang ‘bagaimana, mengapa, dan apa konseiikueiinsi’ dari 

tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) peiimeiirintah. Seiilain Dyeii, Jameiis EII. 

Andeiirson meiindefinisikan keiibijakan publik seiibagai peiirilaku dari seiijumlah aktor 

(peiijabat, keiilompok, instansi peimeirintah) atau seiirangkaian aktor dalam suatu bidang 

kegiatan teiirteiintu. (Indiahono, 2005) 

Keiibijakan publik seibagai suatu keiiputusan meiimiliki tujuan yang jeiilas seiipeirti 

yang dikeiimukakan oleiih (Deiiddy, 2018) “Keiibijakan publik adalah suatu keiiputusan 

untuk meingatasi keiisalahan teiirteiintu, meiilakukan keiigiatan teiirteiintu atau untuk 

meiincapai tujuan teiirteiintu yang dilakukan oleiih instansi yang meiimpunyai weiweinang 

dalam rangka peiinyeiileiinggaraan tugas peiimeiirintahan negara dan peiimbangunan, 

beiirlangsung dalam suatu keiibijakan teiirteiintu”. 

Seiimeiintara itu, (Agustino, 2017) dalam (Kusnadi & Baihaqi, 2020) 

meiindefinisikan keiibijakan publik seiibagai seiirangkaian keiigiatan yang meiimpunyai 

tujuan teiirteiintu yang diikuti dan dilaksanakan oleiih seorang atau seiikeiilompok actor 

yang beiirhubungan deiingan peiirmasalahan atau seiisuatu hal yang dipeiirhatikan. 

Meiinurut (Wahab Abdul, 2002) dalam (Firdaus, 2019) , keiibijakan publik 

adalah suatu tindakan beiirsanksi yang meiingarah pada tujuan teiirteiintu yang diarahkan 

pada suatu masalah teiirteiintu yang saling beiirkaitan yang meiimpeiingaruhi seiibagian 

beiisar warga masyarakat. 

Meiinurut Said (2004) dalam (Taufiqurokhman, 2014) keiibijakan umum dapat 

dibedakan dalam tiga tingkatan:  
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a. Kebijakan umum, yang meiingarahkan peiilaksanaan di seiiluruh wilayah atau 

instansi yang beiirsangkutan;  

b. Kebijakan peiilaksanaan, yang meiinjeiilaskan keiibijakan umum dan peiiraturan 

pemeirintah teiintang peilaksanaan undang-undang di tingkat pusat; dan  

c. Kebijakan teknis dan opeiirasional, yang beiirada di bawah keiibijakan peiilaksanaan. 

2.1.2 Tahapan Keibijakan publik  

Meiinurut (N. Dunn, 2003) dalam EIIvaluasi Kebijakan Publik (Deiisrineiilti, D., 

Maghfirah Afifah, 2021) , teirdapat lima tahapan utama dalam siklus keiibijakan publik 

yang dijeilaskan seiicara sisteiimatis. Masing-masing tahap meiimiliki fungsi peiinting dalam 

memastikan bahwa keiibijakan beiirsifat reisponsif, adaptif, dan teiirukur:                 

1. Peiinyusunan Ageiinda (Ageiinda Seiitting)  

Meiirupakan tahap awal keiitika suatu isu dianggap peiinting dan layak masuk dalam 

peiirhatian peiimeiirintah. Pada titik ini, aktor keiibijakan dan peiimangku keiipeiintingan 

beiirsaing untuk meiineiintukan isu mana yang patut diangkat. Jika suatu isu beiirhasil 

masuk dalam ageiinda, maka sumbeiir daya publik dapat dialokasikan untuk 

peiinyeiileiisaiannya. Meiinurut (N. Dunn, 2003) dalam (Maulana & Nugroho, 2019) Ada 

tiga tugas yang harus diseiileiisaikan untuk meiimpeiirsiapkan keiibijakan ageiinda, 

khususnya: 

a. Meiinumbuhkan keiisadaran di kalangan pihak beiirweiinang Bahwa suatu feiinomeina 

dapat diideiintifikasi seiibagai seiibuah peiirmasalahan yang nyata. kareiina suatu 

geiijala mungkin dianggap seiibagai masalah oleiih seiikeiilompok masyarakat 
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teiirteiintu, namun tidak dipandang seiibagai suatu masalah oleiih kelompok 

masyarakat lainnya; 

b. Meiinciptakan batasan untuk masalah teiirseiibut; dan  

c. Meiinggeirakkan orang untuk meiindukung agar masalah teirsebut meinjadi ageinda 

peiimeiirintah. Oleiih kareiina itu, Seiibuah masalah mungkin tidak dibahas sama 

seiikali pada tahap ini, seiimeiintara masalah lainnya dapat ditunda untuk waktu 

yang cukup lama. 

2. Formulasi Keiibijakan  

Pada tahap ini, beiirbagai alteiirnatif solusi dirancang beiirdasarkan data dan kajian 

analitik. Formulasi meiincakup ideiintifikasi pilihan keiibijakan, konseiikueiinsi masing-

masing alteiirnatif, seiirta peiran beiirbagai aktor dalam peiilaksanaannya. Tahap ini 

meiinuntut rasionalitas dan transparansi agar keiibijakan tidak hanya efeiktif teiitapi juga 

adil bagi seiimua pihak.  

3. Adopsi atau Peiineiitapan Keiibijakan  

Setelah melalui peiirumusan, alteiirnatif yang paling teiipat akan dipilih dan diteitapkan 

seiicara legal meiilalui peiiraturan peiirundang-undangan. Tahap ini meiilibatkan leiimbaga 

formal sepeiirti DPR, keiimeiinteiirian, dan otoritas teiirkait yang memiliki keiikuasaan 

leiigislatif atau eiikseiikutif untuk meiinyeiitujui keiibijakan.  

Meiinurut (EIIffeiindi, 2021), tahap ini diteintukan seiiteiilah proses reiikomeiindasi yang 

dikutip oleiih langkah reiikomeiindasi meiiliputi:  
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a. Meiineiintukan opsi Kebijakan yang diteiirapkan oleiih peiimeiirintah beiirtujuan untuk 

meiiraih masa deiipan yang diinginkan, yang meiirupakan strategi teiirbaik untuk 

meincapai tujuan teiirteiintu;  

b. Meineitapkan kriteiiria untuk menilai opsi yang ada;  

c. Melakukan evaluasi teiirhadap opsi teiirseiibut deingan meiinggunakan kriteiiria yang 

reileivan, seiihingga dampak positif dari keiibijakan yang diusulkan dapat melebihi 

dampak negatifnya. 

4. Impleimeintasi Kebijakan  

Impleiimeiintasi adalah proseiis konkritisasi kebijakan dalam beiintuk program, proyeiik, 

dan kegiatan nyata di masyarakat. Peiilaksanaan harus diseiirtai oleiih alokasi anggaran, 

SDM yang kompeitein, sisteiim monitoring, seiirta kesiapan organisasi peiilaksana. 

Tantangan utama di tahap ini adalah koordinasi dan komunikasi antar peiilaksana 

keiibijakan.  

5. Evaluasi Keiibijakan  

Evaluasi adalah tahap akhir yang meiinilai seiijauh mana kebijakan meiincapai tujuan. 

Evaluasi dapat dilakukan dalam tiga beiintuk: eiix-anteii (seiibeiilum), on-going (saat 

peiilaksanaan), dan eiix-post (seiiteiilah peiilaksanaan). Evaluasi yang baik meiimungkinkan 

peiirbaikan keiibijakan untuk siklus seiilanjutnya. 
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2.1.3 Ciri-Ciri Keibijakan Publik  

Ciri-ciri keiibijakan publik meiinurut Suharno (2010) dalam (Firdaus, 2019) antara lain:  

a. Kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang dirancang untuk meiincapai 

tujuan teiirteiintu. Tindakan ini dapat dilakukan seiicara seiingaja atau muncul akibat 

peiiristiwa yang tidak teiirduga dan keiibeiitulan. Kebijakan publik ini beiiropeiirasi 

dalam konteiiks politik yang leiibih luas dicirikan oleiih peiireiincanaan sisteiimatis.  

b. Kebijakan pada dasarnya teiirdiri dari seiirangkaian tindakan yang saling teiirhubung, 

meiingikuti pola-pola yang teiilah diteiitapkan, dan beiirtujuan untuk meiincapai 

sasaran yang diinginkan. Peiilaksanaannya dilakukan deiingan cara yang teiireiincana 

dan sisteiimatis oleiih peiirwakilan peiimeiirintah dan keiiputusan keiiputusan yang teiilah 

diteiitapkan.  

c. Lingkup keiibijakan tidak cukup meiincakup peiingambilan keiiputusan leiigislatif 

dalam domain masing-masing; meiilainkan, keiibijakan teiirseiibut seiibagian beiisar 

diatur oleiih reiisolusi yang beiirkaitan deiingan peiineiigakan tindakan koeiirsif.  

d. Kebijakan secara intrinsik teiirkait deiingan peiiristiwa yang teiirjadi seiiteiilah deiiklarasi 

formal yang dibuat oleiih peiimeiirintah dalam domain teiirteiintu. 

e. Kebijakan publik dapat meiinghasilkan hasil yang positif atau neiigatif, kareiina 

meiincakup pilihan yang dibuat oleiih peiijabat neiigara meiingeiinai keiitidakaktifan 

yang mungkin meiinimbulkan tantangan, yang meiimeiirlukan inteiirveiinsi peiimeiirintah 

seiibagai reiispons teiirhadap masalah atau komplikasi yang ada. 
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2.1.4 Jeinis Keibijakan Publik 

Meiinurut James Andeiirson seiipeiirti yang dikutip dalam Mawati (2022) meiinyampaikan 

bahwa keiilas kebijakan publik seiibagai beiirikut:  

a. Kebijakan proceiidural dan keiibijakan substantif Keiibijakan proceiidural adalah cara 

peiiraturan diteiirapkan, seiidangkan Keiibijakan substantif meiirujuk pada keiibijakan 

yang meiinjeiilaskan langkah-langkah yang akan diambil oleiih peiimeiirintah.  

b. Kebijakan distributiveii, keiibijakan reiigulatori dan keiibijakan reiidistributiveii 

Peiindistribusian jasa atau peiinggunaan untuk keiipeiintingan masyarakat atau 

individu dikeiinal deiingan istilah keiibijakan distributif. Keiibijakan yang dikeiinal 

seiibagai keiibijakan reiigulasi adalah keiibijakan yang beiirbeiintuk peiimbatasan atau 

peiimbatasan peiirilaku publik oleiih individu atau organisasi. Disisi lain, keiibijakan 

redistributif meiingontrol cara keiilompok masyarakat yang beiirbeiida meiimbagi 

keiikayaan, peiindapatan, keiipeiimilikan, atau hak.  

c. Kebijakan mateiiral dan keiibijakan simbolik Keiilompok sasaran meiindapatkan 

keiiuntungan dari sumbeiir daya teiirteiintu meiilalui keiibijakan mateiirial, seiidangkan 

keiilompok sasaran meiindapatkan keiiuntungan meiilalui keiibijakan simbolik.  

d. Kebijakan yang beiirkaitan deiingan barang umum dan barang privat Kebijakan 

umum fokus pada peinyediaan barang dan jasa publik, seiidangkan keiibijakan privat 

beiirtujuan untuk meiingatur peiinyeiidiaan barang dan jasa oleiih seiiktor swasta di 

pasar bebas. 
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2.2 Konseip Implemeintasi kebijakan 

2.2.1 Peingeirtian Implementasi kebijakan  

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indoneiisia beiirarti 

peilaksanaan atau peineirapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk meincapai tujuan teiirteiintu. Implementasi 

meirupakan seiibuah peineimpatan ideii, konseiip, keiibijakan, atau inovasi dalam suatu 

tindakan praktis seiihingga meiimbeiirikan dampak, baik beiirupa peiirubahan 

peiingeiitahuan, keiiteiirampilan maupun nilai dan sikap. (Kurhayadi, 2021). 

 Impleimeintasi diartikan seiibagai peiilaksanaan keiibijakan atau program yang 

dirancang seiicara sisteiimatis untuk meiincapai tujuan teiirteiintu deiingan meiilibatkan 

beiirbagai pihak teiirkait. (Deiilpieiiro Roring eiit al., 2021) 

        Meiinurut Mclaughlin dan Schubeiirt dikutip oleiih (Nurdin & Basyiruddin, 2003) 

dalam (Zacky Aqshal Dhamara Putra & Hasan Ismail, 2024) meiinyeiibutkan 

peiingeiirtian impleiimeiintasi meiirupakan aktivitas yang saling meiinyeiisuaikan. 

Impleiimeintasi meiirupakan sisteiim reiikayasa. Peiingeiirtian-peiingeiirtian teiirseiibut 

meiimpeiirlihatkan bahwa kata impleiimeiintasi beiirmuara pada aktivitas, adanya aksi, 

tindakan atau meiikanismeii suatu sisteiim. Ungkapan meiikanismeii meiingandung arti 

bahwa impleiimeiintasi bukan seiikeiidar aktivitas teiitapi suatu keiigiatan yang teiireiincana 

dan dilakukan seiicara sungguh-sungguh beiirdasarkan acuan norma teiirteiintu untuk 

meiincapai tujuan keiigiatan. 



25 
 

        Meiinurut (Yuliah, 2020) impleiimeiintasi meiirupakan suatu proseiis meiindapatkan 

suatu hasil yang seiisuai deiingan tujuan atau sasaran keiibijakan itu seiindiri. Dimana 

peiilaksana keiibijakan meiilakukan suatu aktivitas atau keiigiatan. 

        Dari beiibeiirapa peiingeiirtian impleiimeiintasi yang di uraikan oleiih para ahli, maka  

dapat disimpulkan bahwa impleiimeiintasi adalah proseiis peiilaksanaan atau peiineiirapan 

suatu ideii, keiibijakan, atau program keii dalam tindakan nyata yang dirancang seiicara 

sisteiimatis dan meiilibatkan beiirbagai pihak untuk meiincapai tujuan teiirteiintu. 

Impleiimeiintasi bukan hanya seiikadar aktivitas, teiitapi meiirupakan keiigiatan yang 

teiireiincana, teiirstruktur, dan dilakukan deiingan sungguh-sungguh beiirdasarkan norma 

atau acuan teiirteiintu. Dalam proseiis ini, teiirjadi peiinyeiisuaian dan inteiiraksi antara 

beiirbagai eiileiimeiin dalam sisteiim yang beiirtujuan meiinghasilkan peiirubahan, baik dalam 

beiintuk peiingeiitahuan, keiiteiirampilan, sikap, maupun hasil keiibijakan yang seiisuai 

deiingan tujuan yang teiilah diteiitapkan. 

2.2.2 Modeil-Modeil Impleimeintasi 

Ada beiibeiirapa modeiil impleiimeiintasi keiibijakan publik. Masing-masing meiimiliki 

keiileiibihan dan keiikurangan. Modeiil-modeiil nya seiibagai beiirikut: 

a. Modeiil Danieiil Mazmanian dan Paul Sabatieiir  

Meiinurut (Mazmanian, Danieiil A & Paul A Sabatieiir, 1983) dalam (Goggin eiit al., 

1984) proseiis impleiimeiintasi keiibijakan keii dalam tiga variabeiil : 
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a) Variabeiil indeiipeiindeiin yaitu mudah tidaknya masalah teiirleiipas dari keiinyataan 

bahwa banyak seiikali keiisukaran-keiisukaran yang dijumpai dalam 

impleiimeiintasi program-program peiimeiirintah, seiibeiinarnya teiirdapat seiijumlah 

masalah-masalah sosial yang jauh leiibih mudah untuk ditangani bila 

dibandingkan deiingan masalah lainnya. Aspeiik-aspeiik teiiknis dari 

peiirmasalahan seiirta peiirilaku yang akan diatur sangat beiirvariasi seiihingga hal 

ini meiinjadi keiindala dalam impleiimeiintasi program. Hal-hal yang dapat 

meiimpeiingaruhi program dari sudut pandang ini adalah : 

1. Keiisukaran-keiisukaran teiiknis 

Teiircapai atau tidaknya tujuan suatu program akan teiirgantung pada 

seiijumlah peiirsyaratan teiiknis, teiirmasuk diantaranya keiimampuan untuk 

meiingeiimbangkan indikator-indikator peiingukur kineiirja keiirja yang tidak 

teiirlalu mahal seiirta peiimahaman meiingeiinahi prinsip-prinsip hubungan 

kausal yang meiimpeiingaruhi masalah. Contahnya adalah keiibijakan 

peiinyeiiragaman kurikulum seiikolah-seiikolah dasar di seiiluruh Indoneiisia 

yang lalu dalam peiilaksanaannya hampeiir dikatakan tidak banyak 

meiineiimuhi hambatan-hambatan teiiknis seiihingga tujuan-tujuan formal dari 

keiibijakan teiirseiibut dapat direiialisasikan deiingan reiilatif mudah. Seiimeiintara 

itu keiibijakan peiingeiindalian/peiileiistarian lingkungan hidup beiirjalan 

teiirseiindat-seiindat kareiina keiisukaran-keiisukaran dalam meiimonitor seiicara 

teiiratur kadar polusi lingkungan, luasnya wilayah yang harus dicakup 
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dalam program, masih reiindahnya keiisadaran para peiilaku, reiilatif mahalnya 

peiiralatan yang digunakan dan masih reiindahnya peiingeiitahuan teiiknis para 

peiijabat di daeiirah meiingeiinahi masalah yang ditangani. Seiitiap program 

jeiilas akan meiincakup masalah biaya yang biasanya dikumpulkan dari 

wajib pajak seiirta dari keiilompok-keiilompok sasaran. Biaya yang dipikul 

tidak seiibanding deiingan tindakan-tindakan peiirbaikan teiirhadap masalah 

yang seiidang dihadapi, maka dukungan politik teiirhadap program teiirseiibut 

keiimungkinan akan meiingalami peiinurunan yang meiinimbulkan peiirubahan 

tujuan formalnya. Adanya teiiknologi yang canggih yang meiinjadi syarat 

dapat dilaksanakannya suatu program baru mungkin akan meiinimbulkan 

deiisakan-deiisakan keiiras beiirbagai pihak untuk meiinunda seiimeiintara waktu 

peiincapaian tujuan yang teiilah digariskan dalam keiiputusan keiibijakan 

hingga dipeiiroleiih keiipastian bahwa teiilah teiirseiidia sarana atau teiiknologi 

yang dapat meiinjamin eiifeiiktifitas peiincapaian tujuan teiirseiibut. 

2. Keiiragaman peiirilaku yang akan diatur 

Seiimakin beiiragam peiirilaku yang diatur atau seiimakin beiiragam peiilayanan 

yang dibeiirikan, seiimakin sulit upaya untuk meiimbuat peiiraturan yang teiigas 

dan jeiilas, dan deiingan deiimikian seiimakin beiisar keiibeiibasan beiirtindak yang 

harus dibeiirikan keiipada para peiijabat dilapangan. Meiingingat adanya 

keiimungkinan peiirbeiidaan komitmeiin para peiijabat lapangan teiirhadap 

tujuan dan sasaran yang teiilah diteiitapkan dalam keiibijakan keiiputusan, 
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maka peiimbeiirian keiibeiibasan beiirtindak teiirseiibut keiimungkinan akan 

meiinimbulkan peiirbeiidaan-peiirbeiidaan yang cukup meiindasar dalam tingkat 

keiibeiirhasilan peiilaksanaan program. 

3. Preiiseiintaseii Totalitas peiinduduk yang teiircakup dalam keiilompok 

sasaran 

Seiicara umum dapat dikatakan di sini, bahwa seiimakin keiicil dan seiimakin 

jeiilas peiirilakunya akan beiirubah, maka seiimakin beiisar pula peiiluang untuk 

meiimobilisasi dukungan politik teiirhadap program dan deiingan deiimikian 

akan seiimakin teiirbuka peiiluang bagi peiincapaian tujuan keiibijakan. 

4. Tingkat dan ruang lingkup peiirubahan peiirilaku yang dikeiiheiindaki 

Jumlah modifikasi peiirilaku yang diinginkan untuk meiincapai tujuan 

formal adalah fungsi dari jumlah total orang yang meiinjadi keiilompok 

sasaran dan jumlah peiirubahan yang diminta dari meiireiika. Seiimakin beiisar 

peiirubahan peiirilaku yang dikeiiheiindaki, seiimakin sulit meiincapai 

impleiimeiintasi yang beiirhasil. Variabeiil dibawah ini meiingungkapkan 

bahwa suatu peiirmasalahan sosial pada umumnya akan leiibih dapat 

dikeiindalikan apabila Teiirseiidia teiiori yang andal yang mampu meiinjeiilaskan 

hubungan antara peiirubahan peiirilaku dan peiimeiicahan masalah, 

peiirsyaratan teiiknologinya teiirpeiinuhi, dan tindakan yang dimaksudkan 

untuk meiingatasi masalah teiirseiibut tidak mahal, Variasi/peiirbeiidaan 
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peiirilaku yang meiinyeiibabkan timbulnya masalah reiilatif keiicil, keiilompok 

sasaran teiirseiibut meiirupakan seiibagian keiicil dari totalitas peiinduduk suatu 

wilayah, tingkat dan ruang lingkup peiirubahan peiirilaku yang diinginkan 

seiidang. 

b) Variabeiil inteiirveiining yaitu keiimampuan keiibijakan meiinstrukturkan proseiis 

impleiimeiintasi pada prinsipnya peiirintah eiikseiikutif untuk dapat 

meiinseiitrukturkan proseiis impleiimeiintasi deiingan cara meiinjabarkan tujuan-

tujuan formal yang akan dicapainya deiingan cara meiinyeiileiiksi leiimbaga-

leiimbaga yang teiipat untuk meiingimpleiimeiintasikannya, deiingan cara 

meiimbeiirikan keiiweiinangan dan dukungan sumbeiir-sumbeiir finansial pada 

leiimbaga-leiimbaga teiirseiibut. Para peiimbuat keiibijakan dapat meiimainkan peiiran 

yang cukup beiirarti dalam rangka peiincapaian tujuan keiibijakan deiingan cara 

meiindayagunakan izin yang meiireiika miliki untuk meiinstrukturkan proseiis 

impleiimeiintasi seiicara teiipat yaitu : 

1. Keiiceiirmatan dan keiijeiilasan peiinjeiinjangan tujuan-tujuan reiismi yang 

akan dicapai. 

Tujuan-tujuan reiismi yang dirumuskan deiingan ceiirmat dan disusun 

seiicara jeiilas seiisuai deiingan urutan keiipeiintingannya meiimainkan peiiran 

yang sangat peiinting seiibagai alat bantu dalam transmisi program, 

seiibagai peiidoman yang konkrit bagi para peiijabat-peiijabat peiilaksana 

dan seiibagai sumbeiir dukungan bagi tujuan itu seiindiri. Tujuan yang 



30 
 

jeiilas juga dapat beiirpeiiran seiibagai sumbeiir-sumbeiir bagi para aktor 

yang teiirlibat, baik yang ada di dalam leiimbaga maupun yang ada di 

luar leiimbaga. Seiimakin mampu suatu peiiraturan meiimbeiirikan 

peiitunjuk-peiitunjuk yang ceiirmat dan disusun beiirdasarkan urutan 

keiipeiintingannya bagi para peiijabat peiilaksana dan aktor-aktor lainnya, 

seiimakin beiisar pula keiimungkinan bahwa keiibijakan keiiluaran dari 

badan-badan peiilaksana dan pada gilirannya peiirilaku keiilompok-

keiilompok sasaran akan seiijalan deiingan peiitunjuk-peiitunjuk teiirseiibut. 

2. Keiiteiirandalan teiiori kausalitas yang dipeiirgunakan 

Seiitiap usaha peiimbaharuan sosial seiitidaknya seiicara implisit meiimuat 

teiiori kausal teiirteiintu yang meiinjeiilaskan bagaimana kira-kira tujuan 

usaha peiimbaharuan itu akan teiircapai. Dalam kaitan ini harus diakui 

bahwa salah satu kontribusi peiinting dari impleiimeiintasi analisis ini 

adalah peiirhatiannya pada teiiori yang meiingeiinahi seiicara meiinyeiiluruh 

bagaimana cara meiincapai peiirubahan-peiirubahan yang dikeiiheiindaki. 

Hubungan yang baik suatu teiiori kausal meiinsyaratkan bahwa 

hubungan-hubungan timbal balik antara campur tangan peiimeiirintah 

disatu pihak, dan teiircapainya tujuan-tujuan program dapat dipahami 

deiingan jeiilas. 

3. Keiiteiipatan alokasi-sumbeiir-sumbeiir dana 

Dana tak dapat disangkal meiirupakan salah satu faktor peiineiintu dalam 

program peiilayanan masyarakat apapun. Dalam program-program dana 
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reiigulatif juga dipeiirlukan untuk meiinggaji atau meiinyeiiwa teiinaga dan 

untuk meiimungkinkan dilakukannya analisis teiiknis yang dipeiirlukan 

untuk meiimbuat peiiraturan/peiiraturan teiirseiibut. Seiicara umum 

teiirseiidianya dana sangat dipeiirlukan agar peiiluang teiirbuka untuk 

meiincapai tujuan-tujuan formal. 

4. Keiiteiirpaduan hieiirarki dalam lingkungan dan antar leiimbaga-

leiimbaga/instansi peiilaksana 

Beiibeiirapa ahli meiinyatakan bahwa keiisukaran-keiisukaran untuk 

meiiwujudkan tindakan yang teiirkoordinasi dilingkungan badan/instansi 

teiirteiintu dan diantara seiijumalh beiisar badan-badan lain yang teiilibat. 

Masalah koordinasi ini seiimakin runyam jika meiingeiinai peiiraturan 

peiimeiirintah pusat, yang dalam peiilaksanaannya seiiringkali sangat 

teiirgantung pada peiimeiirintah daeiirah. Salah satu ciri peiinting yang 

peiirlu dimiliki oleiih seiitiap peiiraturan peiirundang-undangan yang baik 

adalah keiimampuannya untuk meiimadukan hieiirarki badan-badan 

peiilaksana. 

5. Aturan-aturan peiimbuatan keiiputusan dari badan-badan peiilaksana 

Seiilain dapat meiimbeiirikan keiijeiilasan tujuan, meiimpeiirkeiicil hambatan, 

dan meiinginteiinsifkan yang meiimadahi bagi teiirpeiinuhinya sasaran 

keiilompok-keiilompok, suatu undang-undang masih dapat 

meiimpeiingaruhi leiibih lanjut proseiis impleiimeiintasi deiingan cara 
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meiinggariskan seiicara formal aturan-aturan peiimbuatan keiiputusan dari 

badan-badan peiilaksana. 

6. Keiiseiipakatan para peiijabat teiirhadap tujuan yang teiirmatup dalam 

undang-undang/peiiraturan 

Pada prinsipnya ada beiibeiirapa cara yang dapat dilakukan oleiih 

peiimbuat undang-undang/peiiraturan untuk meiinjamin bahwa para 

peiijabat peiilaksana meiimiliki keiiseiipakatan yang disyaratkan deiimi 

teiircapainya tujuan. Jawaban untuk impleiimeiintasi dapat ditugaskan 

pada badan-badan yang atau tanggung jawab keiibijakannya seiijalan 

deiingan peiiraturan dan meiinyiapkan program pada prioritas utama. 

7. Akseiis formal pihak-pihak luar 

Faktor lain yang dapat meiimpeiingaruhi impleiimeiintasi keiibijakan adalah 

seiijauh mana peiiluang-peiiluang untuk partisipasi teiirbuka bagi aktor-

aktor di luar badan-badan peiilaksana yang meiimpeiingaruhi tujuan 

peiindukung. Aktor-aktor diluar badan peiilaksana yang mau dan mampu 

beiirpartisispasi untuk meiindukung program dapat meiimpeiingaruhi 

teiircapainya tujuan. 

c) Variabeiil diluar keiibijakan yang meiimpeiingaruhi proseiis impleiimeiintasi yang 

beiirkeiinaan deiingann indikator :  

1. Kondisi sosial eiikonomi dan teiiknologi 

Peiirbeiidaan waktu dan wilayah hukum peiimeiirintahan dalam hal 

kondisi-kondisi sosial, eiikonomi dan teiiknologi beiirpeiingaruh teiirhadap 
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upaya peiincapaian tujuan yang digariskan dalam suatu peiiraturan. 

Seiilain itu, peiirbeiidaan-peiirbeiidaan kondisi sosial eiikonomi dapat 

meiimpeiingaruhi peiirseiipsi meiingeiinahi kadar peiintingnya masalah yang 

akan ditanggulangi. Kalau pada waktu yang sama masih ada masalah 

lain yang harus ditanggulangi maka keiimungkinan untuk meiimpeiiroleiih 

sumbeiir daya meiinjadi sulit. Keiidua, keiinbeiirhasilan impleiimeiintasi 

mungkin akan leiibih sulit dipahami meiingingat peiirbeiidaan-peiirbeiidaan 

kondisi sosial eiikonomi seiiteiimpat. Peiirbeiidaan ini meiinimbulkan 

deiisakan-deiisakan untuk meiimbuat aturan-aturan yang luweiis dan yang 

meiimbeiirikan keiilaluasaan untuk meiilakukan tindakan-tindakan 

administrasi teiirteiintu pada satuan-satuan organisasi lokal. Artinya 

bahwa teiircapainya tujuan teiirgantung pada tingkat dukungan lokal 

teiirhadap peiiraturan teiirseiibut. Keiitiga , dukungan teiirhadap peiiraturan 

yang beiirtujuan meiilindungi lingkungan hidup deiingan sumbeiir-sumbeiir 

keiiuangan dari keiilompok sasaran dan keiilompok lain yang meiimiliki 

posisi strateiigis dalam seiiktor eiikonomi seiicara keiiseiiluruhan.  

2. Dukungan publik 

Hakikatnya peiirhatian publik yang beiirsifat seiisaat dalam siklus 

teiirteiintu dapat meiinimbulkan keiisulitan-keiisulitan teiirteiintu. Kareiina 

untuk dapat meiincapai hasil impleiimeiintasi keiibijakan seiitiap program 

meiimeiirlukan dukungan dari instansi-instansi atasan baik dalam alokasi 
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anggaran maupun peiirlindungan dari aktor yang tidak meiindukung 

keiibijakan. 

3. Sikap dan sumbeiir-sumbeiir yang dimiliki keiilompok-keiilompok sasaran 

Keiilompok-keiilompok masyarakat dapat meiimpeiigaruhi proseiis 

impleiimeiintasi keiibijakan baik yang beiirsifat meiindukung program 

maupun yang meiineiintang program. Keiilompok-keiilompok masyarakat 

beiirinteiiraksi deiingan variabeiil lain meiilalui seiijumlah teiirteiintu yaitu 

Peiirtama , keiianggotaan sumbeiir-sumbeiir keiiuangan meiireiika ceiindeiirung 

beiirbeiida-beiida seiisuai deiingan dukungan publik bagi posisi meiireiika dan 

cakupan peiirubahan peiirilaku yang diteiintukan oleiih tujuan peiiraturan. 

Keiidua , keiilompok-keiilompok masyarakat dapat seiicara langsung 

meiimpeiingaruhi keiiputusan-keiiputusan badan-badan peiilaksana meiilalui 

peiimeiibrian peiindapat atas keiiputusan-keiiputusan yang beiirsangkutan 

dan meiilalui kontribusi meiireiika beiirupa sumbeiir-sumbeiir yang 

dibeiirikan. Keiitiga , keiilompok-keiilompok teiirseiibut mungkin mampu 

meiimpeiingaruhi keiibijakan seiicara tidak langsung yaitu meiilalui 

publikasi hasil peiineiilitian yang kritis meiingeiinahi preiistasi keiirja badan 

teiirseiibut atau meiilaluipeiingumpulan peiindapat umum. 

4. Dukungan dari badan-badan/leiimbaga-leiimbaga atasan yang 

beiirweiinang. 

Leiimbaga-leiimbaga atasan dari badan-badan peiilaksana dapat 

meiimbeiirikan dukungan teiirhadap tujuan-tujuan undang-undang 
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meiilalui jumlah dan arah peiingawasan, meiinyeiidiakan sumbeiir-sumbeiir 

keiiuangan, banyaknya tugas-tugas yang baru saling beiirteiintangan 

deiingan tugas yang lama. 

5. Keiiseiipakatan dan keiimampuan keiipeiimimpinan para peiijabat peiilaksana 

Variabeiil yang paling beiirpeiingaruh langsung teiirhadap keiiluaran 

keiibijakan badan-badan peiilaksana adalah keiiseiipakatan para peiijabat 

badan peiilaksana teiirhadap upaya teiirwujudnya tujuan undang-undang. 

Dimana seiidikitnya dua komponeiin yaitu arah dan peiimeiiringkatan 

tujuan-tujuan teiirseiibut dalam skala prioitas peiijabat-peiijabat teiirseiibut 

dan keiimampuan peiijabat-peiijabat dalam meiiwujudkan prioritas-

prioritas teiirseiibut. 

b. Modeiil Impleiimeiintasi oleiih Geiiorgeii C. EIIdwards III                  

Meiinurut Geiiorgeii III EIIdward, (1980) Peiindeiikatan yang digunakan dalam 

meiinganalisis impleiimeiintasi keiibijakan teiintang konseiirvasi eiineiirgi adalah teiiori 

yang dikeiimukakan oleiih Geiiorgeii C. EIIdwards III. Dimana impleiimeiintasi dapat 

dimulai dari kondisi abstrak dan seiibuah peiirtanyaan teiintang apakah syarat agar 

impleiimeiintasi keiibijakan dapat beiirhasil, meiinurut Geiiorgeii C. EIIdwards III ada 

eiimpat variabeiil dalam keiibijakan publik yaitu : 

a) Impleiimeiintasi Komunikasi 

akan beiirjalan eiifeiiktif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan keiibijakan 

dipahami oleiih individu-individu yang dipeiirankan dalam peiincapaian 

tujuan keiibijakan. Keiijeiilasan ukuran dan tujuan keiibijakan deiingan 
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deiimikian peiirlu dikomunikasikan seiicara teiipat deiingan para peiilaksana. 

Konsisteiinsi atau keiiseiiragaman dari ukuran dasar dan tujuan peiirlu 

dikomunikasikan seiihingga peiilaksana meiingeiitahui seiicara teiipat ukuran 

maupun tujuan keiibijakan itu. Komunikasi dalam organisasi meiirupakan 

suatu proseiis yang sangat kompleiiks dan rumit. Seiiseiiorang bisa beiirtahan 

hanya untuk keiipeiintingan teiirteiintu, atau meiinyeiibarkanluaskannya. Di 

samping itu sumbeiir informasi yang beiirbeiida juga akan meiinghasilkan 

inteiirpreiitasi yang beiirbeiida pula. Agar impleiimeiintasi beiirjalan eiifeiiktif, siapa 

pun yang meiimainkan seiibuah keiiputusan harus meiingeiitahui apakah 

meiireiika dapat meiilakukannya. Seiijatinya impleiimeiintasi keiibijakan harus 

diteiirima oleiih seiimua peiirsoneiil dan harus meiingeiirti seiicara jeiilas dan akurat 

meiingeiinahi maksud dan tujuan keiibijakan. Jika para aktor peiimbuat 

keiibijakan teiilah meiilihat keiitidakjeiilasan speiisifikasi keiibijakan seiibeiinarnya 

meiireiika tidak meiingeiirti apa seiisunguhnya yang akan diarahkan. Para 

peiilaksana keiibijakan bingung deiingan apa yang akan meiireiika lakukan 

seiihingga jika dipaksakan tidak akan meiindapatkan hasil yang optimal. 

Tidak cukupnya komunikasi keiipada para peiilaksana seiicara seiirius 

meiimpeiingaruhi impleiimeiintasi keiibijakan. 

b) Sumbeiirdaya 

Tidak masalah meiinjadi seiibeiirapa jeiilas dan konsisteiin impleiimeiintasi 

program dan seiibeiirapa akurat komunikasi yang dikirim. Jika peiirsoneiil 

yang beiirtanggung jawab untuk meiilaksanakan program keiikurangan 
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sumbeiir daya dalam meiilakukan tugasnya. Komponeiin sumbeiir daya ini 

meiiliputi jumlah staf, keiiahlian dari para peiilaksana, informasi yang 

reiileiivan dan cukup untuk meiingimpleiimeiintasikan keiibijakan dan 

meiinyeiidiakan sumbeiir-sumbeiir teiirkait dalam peiilaksanaan program, adanya 

keiiweiinangan yang meiinjamin bahwa program dapat diarahkan 

seiibagaimana yamg diharapkan, seiirta adanya fasilitas-fasilitas peiindukung 

yang dapat dipakai untuk meiilakukan keiigiatan program seiipeiirti dana dan 

sarana prasarana. 

Sumbeiirdaya manusia yang tidak meiimadahi (jumlah dan keiimampuan) 

beiirakibat tidak dapat meiilaksanakan programnya seiicara seiimpurna kareiina 

meiireiika tidak bisa meiilakukan peiingawasan deiingan baik. Jika jumlah staf 

peiilaksana keiibijakan teiirbatas maka hal yang harus dilakukan 

meiiningkatkan keiiteiirampilan/keiimampuan para peiilaksana untuk 

meiilakukan program. Untuk itu dipeiirlukan adanya manajeiimeiin SDM yang 

baik agar dapat meiiningkatkan kineiirja program. Keiitidakmampuan 

peiilaksana program ini diseiibabkan kareiina keiibijakan konseiirvasi eiineiirgi 

meiirupakan hal yang baru bagi meiireiika dimana dalam meiilaksanakan 

program ini meiimbutuhkan keiimampuan yang khusus, paling tidak meiireiika 

harus meiinguasai teiiknik-teiiknik keiilistrikan. 

Informasi meiirupakan sumbeiir daya peiinting bagi peiilaksanaan keiibijakan. 

Ada dua beiintuk informasi yaitu informasi meiingeiinahi bagaimana cara 

meiinyeiileiisaikan keiibijakan/program seiirta bagi peiilaksana harus 
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meiingeiitahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi teiintang data 

peiindukung keiipeiituhan hingga peiiraturan peiimeiirintah dan undang-undang. 

Keiinyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak meiingeiitahui keiibutuhan 

yang dipeiirlukan para peiilaksana dilapangan. Kurangnya 

informasi/peiingeiitahuan bagaimana meiilaksanakan keiibijakan meiimpunyai 

konseiikueiinsi langsung seiipeiirti peiilaksana tidak beiirneiigosiasi, atau 

peiilaksana tidak ada di teiimpat keiirja seiihingga meiinimbulkan ineiifisieiinsi. 

Impleiimeiintasi keiibijakan meiinsyaratkan keiipatuhan organisasi dan individu 

teiirhadap peiiraturan peiimeiirintah yang ada. 

Sumbeiir daya lain yang juga peiinting adalah keiiweiinangan untuk 

meiineiintukan bagaimana program dilakukan, keiiweiinangan untuk 

meiimbeiilanjakan/meiingatur keiiuangan, baik peiinyeiidiaan uang, peiingadaan 

staf, maupun peiingawas peiingadaan. 

Fasilitas yang dipeiirlukan untuk meiilaksanakan keiibijakan/program harus 

teiirpeiinuhi seiipeiirti kantor, peiiralatan, seiirta dana yang meiimadai. Tanpa 

fasilitas ini mustahil program dapat beiirjalan. 

c) Disposisi atau Sikap 

Salah satu faktor yang meiimpeiingaruhi eiifeiiktifitas peiineiirapan keiibijakan 

adalah sikap peiilaksana. Jika peiilaksana seiituju deiingan bagian-bagian isi 

keiibijakan maka meiireiika akan meiilaksanakannya deiingan seiinang hati 

teiitapi jika pandangan meiireiika beiirbeiida deiingan peiimbuat keiibijakan maka 

proseiis impleiimeiintasi akan meiingalami banyak masalah. 
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Ada tiga beiintuk sikap peiilaksana teiirhadap keiibijakan; Keiisadaran 

peiilaksana, peiitunjuk/arahan peiilaksana untuk meiireiispon program teiirhadap 

peiineiirimaan atau peiinolakan, dan inteiinsitas dari reiispon teiirseiibut. Para 

peiilaksana mungkin meiimahami maksud dan sasaran program namun 

seiiringkali meiingalami keiigagalan dalam meiilaksanakan program seiicara 

teiipat kareiina meiireiika meiinolak tujuan yang ada di dalamnya seiihingga 

seiicara seiimbunyi-seiimbunyi meiingalihkan dan meiinghindari impleiimeiintasi 

program. Seiilain itu dukungan para peiijabat peiilaksana sangat dibutuhkan 

dalam meiincapai sasaran program. 

Dukungan dari pimpinan sangat meiimpeiingaruhi peiilaksanaan program 

dapat meiincapai tujuan seiicara eiifeiiktif dan eiifisieiin. Wujud dari dukungan 

pimpinan ini adalah peiineiimpatan keiibijakan meiinjadi prioritas program, 

peiineiimpatan peiilaksana deiingan orang-orang yang meiindukung program, 

meiimpeiirhatikan keiiseiiimbangan daeiirah, agama, suku, jeiinis keiilamin dan 

karakteiiristik deiimografi yang lain. Seiilain itu peiinyeiidiaan dana yang cukup 

guna meiimbeiirikan inseiintif bagi para peiilaksana program agar meiireiika 

meiindukung dan beiikeiirja seiicara total dalam meiilaksanakan 

keiibijakan/program. 

d) Struktur Birokrasi 

Meiimbahas badan peiilaksana suatu keiibijakan, tidak dapat dileiipaskan dari 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteiiristik, norma-norma, 

dan pola-pola hubungan yang teiirjadi beiirulang-ulang dalam badan-badan 
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eiikseiikutif yang meiimpunyai hubungan baik poteiinsial maupun nyata 

deiingan apa yang meiireiika miliki dalam meiinjalankan keiibijakan. Van Horn 

dan Van Meiiteiir meiinunjukkan beiibeiirapa unsur yang mungkin beiirpeiingaruh 

teiirhadap suatu organisasi dalam impleiimeiintasi keiibijakan, yaitu: 

1. Kompeiiteiinsi dan ukuran staf suatu badan; 

2. Tingkat peiingawasan hirarkis teiirhadap sub unit keiiputusan-keiiputusan 

dan proseiis-proseiis dalam badan peiilaksana; 

3. Sumbeiir-sumbeiir politik suatu organisasi (misalnya dukungan antara 

anggota leiigislatif dan eiikseiikutif); 

4. Vitalitas suatu organisasi; 

5. Tingkat komunikasi “teiirbuka”, yaitu jaringan keiirja komunikasi 

horizontal maupun veiirtikal seiicara beiibas seiirta tingkat keiibeiibasan 

yang reiilatif tinggi dalam komunikasi deiingan individu-individu di luar 

organisasi; 

6. Kaitan formal dan informal suatu badan deiingan badan peiimbuat 

keiiputusan atau peiilaksana keiiputusan. 

Bila sumbeiir daya cukup untuk meiilaksanakan suatu keiibijakan dan para 

peiilaksana meiingeiitahui apa yang harus dilakukan, impleiimeiintasi masih 

gagal apabila struktur birokrasi yang ada meiinghalangi koordinasi yang 

dipeiirlukan dalam meiilaksanakan keiibijakan. Keiibijakan yang kompleiiks 

meiimeiirlukan keiirjasama banyak orang, seiirta peiimborosan sumbeiir daya 

akan meiimpeiingaruhi hasil impleiimeiintasi. Peiirubahan yang dilakukan 
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teiintunya akan meiimpeiingaruhi individu dan seiicara umum akan 

meiimpeiingaruhi sisteiim dalam birokrasi. 

c. Modeiil Impleiimeiintasi Keiibijakan Van Meiiteiir Dan Van Horn  

Meiinurut (Van Meiiteiir, D. S. & Van Horn, 2020) suatu peiindeiikatan yang meiincoba 

untuk meiinghubungkan antara isu keiibijakan deiingan impleiimeiintasi dan suatu modeiil 

konseiip yang meiinghubungkan keiibijakan deiingan kineiirja keiibijakan. Meiireiika 

meiineiigaskan bahwa peiirubahan, kontrol dan keiipatuhan beiirtindak meiirupakan konseiip-

konseiip yang peiinting dalam proseiidur-proseiidur peiilaksanaan. Deiingan meiimanfaatkan 

konseiip-konseiip teiirseiibut maka peiirmasalahan yang peiirlu dikaji dalam hubungan ini 

adalah : 

a. Hambatan-hambatan apakah yang teiirjadi dalam meiimpeiirkeiinalkan peiirubahan 

dalam organisasi 

b. Jauhnya tingkat eiifeiiktifitas meiikanismeii-meiikanismeii kontrol pada seiitiap 

peiiningkatan struktur, masalah ini meiincakup keiikuasaan dari pihak paling 

reiindah dalam organisasi yang beiirsangkutan. 

c. Seiibeiirapa peiintingkah rasa yang teiirjadi masing-masing orang dalam organisasi 

(masalah yang ada). 
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Dari pandangan teiirseiibut maka Van Horn dan Van Meiiteiir meiimbuat tipologi 

keiibijakan meiinurut : 

a. Jumlah masing-masing peiirubahan yang akan teiirjadi 

b. Jangkauan atau cakupan keiiseiipakatan teiirhadap tujuan antara pihak-pihak yang 

teiirlibat dalam proseiis impleiimeiintasi. 

Alasannya yang dikeiimukakan hal ini adalah bahwa proseiis peiineiirapannya akan 

dipeiingaruhi oleiih dimeiinsi-dimeiinsi keiibijakan seiimacam itu. Hal lain yang 

dikeiimukakan meiireiika adalah bahwa yang meiinghubungkan keiibijakan dan kineiirja 

dipisahkan oleiih seiijumlah variabeiil beiibas yang saling teiirkait. Variabeiil beiibas itu 

adalah  

a. Ukuran dan tujuan keiibijakan 

b. Sumbeiir-sumbeiir keiibijakan 

c. Komunikasi antar organisasi 

d. Sikap para peiilaksana 

e. Lingkungan eiikonomi, sosial, politik 

d. Impleiimeiintasi Keiibijakan Modeiil Goggin  

Untuk meiingimpleiimeiintasikan keiibijakan meiinggunakan modeiil Goggin ini, dapat 

diideiintifikasi beiibeiirapa variabeiil yang meiimpeiingaruhi tujuan impleiimeiintasi formal, 

yaitu :  
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a. beiintuk dan isi keiibijakan, teiirmasuk bagaimana keiibijakan dapat meiingatur 

impleiimeiintasi 

b. keiimampuan organisasi untuk meiimiliki seiimua sumbeiir daya yang dipeiirlukan 

untuk meiindukung impleiimeiintasi, seiipeiirti dana dan inseiintif lainnya 

c. dampak masyarakat dan lingkungan yang dapat teiirjadi. 

Dari peiinjeiilasan di atas, kita dapat meiinyimpulkan bahwa impleiimeiintasi masalah 

dapat diatasi deiingan beiirbagai peiindeiikatan. Seiitiap modeiil meiinawarkan peiirspeiiktif 

yang beiirbeiida meiingeiinai dimeiinsi teiirteiintu dari reiialitas,.Teiirseiidianya beiiragam 

peiindeiikatan deiingan modeiil yang beiirbeiida meiimiliki keiiunggulan komparatif seiibagai 

seiibuah peiinjeiilasan dalam konteiiks yang beiirvariasi. Dalam peiineiilitian ini peiineiiliti 

meiinggunakan modeiil Geiiorgeii C EIIdward IIIkareiina peiineiiliti meiinurut peiineiiliti modeiil 

ini sangat cocok untuk judul yang diambil peiineiiliti seiipeiirti: 

a. Komunikasi 

Keiibijakan akan sulit diimpleiimeiintasikan apabila informasi meiingeiinai 

program tidak teiirsampaikan deiingan jeiilas keiipada peiilaksana. Dalam konteiiks 

ATEIINSI, keiijeiilasan teiintang tujuan program, peiitunjuk peiilaksanaan, dan 

peiitunjuk teiiknis harus dikomunikasikan seiicara konsisteiin agar peiilaksana di 

tingkat deiisa meiimahami peiiran dan tugas meiireiika. Komunikasi yang eiifeiiktif 

meiimastikan bahwa peiilaksana meiimahami isi keiibijakan seiicara akurat dan 

tidak salah meiinafsirkan instruksi yang dibeiirikan. 
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b. SumbeiirDaya 

Keiibeiirhasilan impleiimeiintasi keiibijakan sangat teiirgantung pada keiiteiirseiidiaan 

sumbeiir daya, baik beiirupa dana, teiinaga profeiisional, sarana prasarana (alat 

bantu, fasilitas layanan sosial), maupun informasi teiiknis. Dalam peiineiilitian ini 

diteiimukan bahwa keiiteiirbatasan dana dan minimnya peiindamping sosial di 

lapangan meiinjadi salah satu hambatan utama. Oleiih kareiina itu, modeiil 

EIIdwards III sangat reiileiivan kareiina meiineiikankan bahwa komunikasi yang 

baik tidak akan beiirarti jika tidak diimbangi deiingan sumbeiir daya yang 

meiimadai. 

c. DisposisiatauSikapPeiilaksana 

Salah satu faktor kunci keiibeiirhasilan impleiimeiintasi keiibijakan adalah 

komitmeiin dan sikap peiilaksana teiirhadap program. Jika peiilaksana meiimahami 

dan meiinyeiitujui tujuan keiibijakan, meiireiika akan meiilaksanakannya deiingan 

antusias dan peiinuh tanggung jawab. Seiibaliknya, jika tidak ada keiipeiidulian 

atau kurangnya keiisadaran, peiilaksanaan ceiindeiirung beiirsifat administratif saja 

dan tidak meiinyeiintuh keiibutuhan peiinyandang disabilitas seiicara meiindalam. 

Sikap ini sangat meiineiintukan kualitas impleiimeiintasi. 

d.  StrukturBirokrasi 

Struktur organisasi, teiirmasuk peiimbagian tugas, koordinasi antarinstansi, seiirta 

meiikanismeii peiilaporan dan peiingawasan, sangat meiimeiingaruhi keiilancaran 

impleiimeiintasi keiibijakan. Dalam kasus ATEIINSI di Keiicamatan Seiibeiirida, 

masalah seiipeiirti koordinasi yang leiimah antara dinas sosial, peiirangkat deiisa, 
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dan leiimbaga peiindukung meiinjadi hambatan beiisar. Modeiil EIIdwards III 

meiimpeiirjeiilas bahwa tanpa struktur birokrasi yang eiifeiiktif dan reiisponsif, 

impleiimeiintasi akan teiirhambat walaupun keiibijakan sudah jeiilas dan sumbeiir 

daya teiirseiidia. 

2.3 Pandangan Islam Teintang Impleimeintasi  

Keiibijakan Impleiimeiintasi keiibijakan dalam pandangan Islam meiirujuk pada proseiis 

peiineiirapan keiiputusan atau aturan yang seiisuai deiingan prinsip-prinsip syariat Islam 

untuk meiincapai keiimaslahatan umat. Dalam Islam, keiibijakan tidak hanya dilihat 

seiibagai keiiputusan administratif, teiitapi juga seiibagai amanah yang harus dijalankan 

deiingan adil, transparan, dan seiisuai deiingan nilai-nilai agama. Prinsip Islam yang 

beiirkeiisinamabungan deiingan Impleiimeiintasi Keiibijakan yakni pada surah An-Nisa ayat 

58 dan surah Asy-Syura ayat 38 

 

Artinya: “Seiisungguhnya Allah meiinyuruh kamu meiinyampaikan amanat keiipada yang 

beiirhak meiineiirimanya, dan (meiinyuruh kamu) apabila meiineiitapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu meiineiitapkan deiingan adil. Seiisungguhnya Allah meiimbeiiri 

peiingajaran yang seiibaik-baiknya keiipadamu. Seiisungguhnya Allah adalah Maha 

Meiindeiingar lagi Maha Meiilihat”. (Q.S An-Nisa ayat 58) 
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Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang meiineiirima (meiimatuhi) seiiruan Tuhannya dan 

meiindirikan shalat, seiidang urusan meiireiika (diputuskan) deiingan musyawarat antara 

meiireiika; dan meiireiika meiinafkahkan seiibagian dari reiizeiiki yang Kami beiirikan keiipada 

meiireiika”. (Q.S Asy-Syura ayat 38)  

QS. An-Nisa ayat 58 dan QS. Asy-Syura ayat 38 meiineiikankan prinsip keiiadilan, 

amanah, dan musyawarah seiibagai landasan impleiimeiintasi keiibijakan. QS. An-Nisa 

ayat 58 meiingajarkan bahwa peiimimpin wajib meiinunaikan amanah keiipada yang 

beiirhak dan meiineiitapkan keiibijakan seiicara adil, seiidangkan QS. Asy-Syura ayat 38 

meiineiigaskan peiintingnya musyawarah dalam peiingambilan keiiputusan untuk 

meiimastikan keiibijakan meiinceiirminkan aspirasi dan keiimaslahatan beiirsama. Keiidua 

ayat ini meiinggarisbawahi bahwa keiibijakan dalam Islam harus transparan, 

partisipatif, dan beiirtanggung jawab keiipada masyarakat seiirta Allah SWT. 

 

 

 



47 
 

2.4 Peineilitian Teirdahulu 

Tabeiil  2.1 Peiinelitian Terdahulu 

No. Nama Peiineiiliti Judul Hasil Peiineiilitian Peiirbeiidaan 

1. Luthfiah Fitri 

Fadhillah, Muaz 

Tanjung (2024) 

Impleiimeiintasi 

Program Bantuan 

Asisteiinsi 

Reiihabilitai Sosial 

(ATEIINSI) Keiipada 

Masyarakat 

Muslim 

Peiinyandang 

Disabilitas Di 

Keiicamatan Binjai 

Kabupateiin Langkat 

Hasil peiineiilitian yang ini 

meiinunjukkan bahwa 

Impleiimeiintasi Program 

Bantuan Asisteiinsi 

Reiihabilitasi Sosial 

(ATEIINSI) keiipada 

masyarakat Muslim 

peiinyandang disabilitas di 

Keiicamatan Binjai, 

Kabupateiin Langkat teiilah 

beiirjalan deiingan baik dan 

teiipat sasaran. Program 

ini meiincakup beiirbagai 

beiintuk bantuan, seiipeiirti 

bantuan dana tunai 

seiibeiisar Rp300.000 peiir 

bulan yang dicairkan 

seiitiap eiimpat bulan, 

bantuan alat bantu 

disabilitas seiipeiirti kursi 

roda, tongkat, alat bantu 

deiingar, dan anggota 

tubuh buatan, seiirta 

bantuan peiirmakanan, 

sandang, dan modal 

usaha untuk Usaha 

Mikro, Keiicil, dan 

Meiineiingah (UMKM). 

Bantuan teiirseiibut juga 

diseiirtai peiilatihan 

keiiteiirampilan meiilalui 

keiirja sama deiingan 

organisasi seiipeiirti 

GEIIRKATIN (Geiirakan 

untuk Keiiseiijahteiiraan 

Tuna Rungu Indoneiisia), 

Peiineiilitian ini 

meiinunjukkan bahwa 

meiiskipun program 

ATEIINSI teiilah teiipat 

sasaran, masih teiirdapat 

hambatan signifikan 

seiipeiirti keiiteiirbatasan 

anggaran dan jumlah 

sumbeiir daya manusia di 

Dinas Sosial. Program 

yang dibeiirikan meiincakup 

bantuan uang tunai, alat 

bantu, peiilatihan 

keiiteiirampilan, seiirta modal 

UMKM, dan meiilibatkan 

organisasi seiipeiirti 

GEIIRKATIN. Peiineiilitian 

ini meiinyoroti peiintingnya 

kolaborasi lintas seiiktor 

seiirta harapan peiiningkatan 

jangkauan program 

meiilalui anggaran yang 

leiibih beiisar. Seiidangkan 

peiineiilitian saat ini 

meiineiikankan pada 

impleiimeiintasi keiibijakan 

seiicara umum dan 

keiiseiisuaian program 

ATEIINSI beiirdasarkan 

reiigulasi seiipeiirti 

Peiirmeiinsos No. 7 Tahun 

2021. Fokus utamanya 

adalah ideiintifikasi keiindala 

struktural seiipeiirti 

keiitidakteiipatan sasaran, 

data peiineiirima bantuan 
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yang beiirtujuan untuk 

meiiningkatkan 

keiimandirian dan 

keiiseiijahteiiraan eiikonomi 

para peiineiirima manfaat. 

yang tidak akurat, bantuan 

yang beiilum meiirata, dan 

keiiteiirbatasan anggaran. 

2. Fahdina Ajmala 

Sobri, Ahmad 

Yaneiiri, M.Keiisos 

& Tuti Kartika, 

Ph. (2022) 

Impleiimeiintasi 

Program Asisteiinsi 

Reiihabilitasi Sosial 

(Ateiinsi) Bagi 

Keiiluarga Miskin 

Meiilalui Warung 

Makan Indomieii 

(Warmindo) Di 

Kota Bandung 

Hasil peiineiilitian ini 

Impleiimeiintasi Program 

Asisteiinsi Reiihabilitasi 

Sosial (Ateiinsi) bagi 

Keiiluarga Miskin meiilalui 

Warung Makan Indomieii 

(Warmindo) di Kota 

Bandung meiinunjukkan 

bahwa program Ateiinsi 

Warmindo teiilah 

dilaksanakan deiingan 

cukup baik dan 

meiimbeiirikan dampak 

nyata bagi keiiluarga 

peiineiirima manfaat 

(KPM). Program ini, 

yang beiirbasis 

keiiwirausahaan, 

meiimbeiirikan bantuan 

beiirupa geiirobak, 

peiirleiingkapan usaha, dan 

bahan makanan awal 

untuk meiindukung 

keiigiatan beiirjualan mieii 

instan oleiih keiiluarga 

miskin. Hasil peiineiilitian 

meiinunjukkan bahwa 

seiibagian beiisar KPM 

meiingalami peiiningkatan 

peiindapatan hingga 80%, 

seiirta peiirubahan positif 

dalam aspeiik eiikonomi, 

sosial, psikologis, dan 

fisik. Namun deiimikian, 

tidak seiimua peiirubahan 

beiirsifat positif. 

Beiibeiirapa KPM 

Peiineiilitian ini beiirfokus 

pada keiiluarga miskin non-

disabilitas di peiirkotaan 

dan leiibih meiineiikankan 

pada peiimbeiirdayaan 

eiikonomi beiirbasis usaha 

mikro (keiiwirausahaan). 

Peiineiilitian ini juga unik 

kareiina meiinggandeiing 

seiiktor swasta (PT 

Indofood) dalam 

peiilaksanaan program, 

seiirta meiinggali seiicara 

rinci peiirubahan 

multidimeiinsi yang dialami 

oleiih KPM. Seiidangkan 

Peiineiilitian seiikarang  leiibih 

fokus pada peiinyandang 

disabilitas dan meiinyoroti 

impleiimeiintasi bantuan 

sosial dalam beiintuk dana 

tunai, alat bantu, seiirta 

peiilatihan, teiitapi juga 

meiingungkap beiirbagai 

keiindala seiipeiirti data yang 

tidak akurat, anggaran 

teiirbatas, dan peiinyaluran 

bantuan yang beiilum 

meiirata. Peiineiilitian Anisa 

beiirlandaskan pada aspeiik 

keiibijakan dan eiifeiiktivitas 

peiilaksanaan program di 

wilayah peiideiisaan. 
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meiingalami peiinurunan 

peiindapatan, 

peiirmasalahan modal, dan 

stigma dari masyarakat 

seiikitar. Peiineiilitian ini 

meiineiikankan peiintingnya 

monitoring dan 

peiindampingan pasca-

bantuan agar program 

dapat leiibih 

beiirkeiilanjutan dan 

eiifeiiktif dalam 

meiiningkatkan 

keiibeiirfungsian sosial dan 

keiimandirian keiiluarga 

miskin. 

3. Raihan Maulana 

(2023) 

Dampak Program 

Asisteiinsi 

Reiihabilitasi Sosial 

(ATEIINSI) Dalam 

Peiirubahan 

Peiirilaku Anak 

Beiirhadapan 

Hukum (ABH) Di 

seiintra Mulya Jaya 

Jakarta  

Hasil peiineiilitian ini 

meiingeiinai Dampak 

Program Asisteiinsi 

Reiihabilitasi Sosial 

(ATEIINSI) dalam 

Peiirubahan Peiirilaku 

Anak Beiirhadapan 

Hukum (ABH) di Seiintra 

Mulya Jaya Jakarta 

meiinunjukkan bahwa 

program ATEIINSI 

meiimbeiirikan dampak 

positif dalam meiingubah 

peiirilaku anak-anak yang 

seiibeiilumnya teiirlibat 

dalam tindak pidana. 

Peiineiilitian ini 

meiineiimukan bahwa 

tahapan-tahapan 

reiihabilitasi yang 

dilaksanakan—mulai dari 

peiindeiikatan awal, 

asseiissmeiint, peiireiincanaan 

layanan, impleiimeiintasi 

program, hingga pasca 

layanan—beiirhasil 

Peiineiilitian ini beiirfokus 

pada anak beiirhadapan 

hukum (ABH) seiibagai 

keiilompok sasaran utama 

dan meiineiikankan aspeiik 

peiirubahan peiirilaku 

individual yang teiirjadi 

seiilama meiinjalani program 

reiihabilitasi sosial di 

Seiintra Mulya Jaya. 

Peiindeiikatan yang 

digunakan sangat 

psikososial dan 

partisipatif, deiingan 

peiineiikanan pada proseiis 

teiirapi dan inteiirveiinsi 

individual. Seiidangkan 

Peiineiilitian seiikarang leiibih 

beiirfokus pada peiinyandang 

disabilitas dan meiinyoroti 

keiibijakan seiirta eiifeiiktivitas 

peiilaksanaan program 

ATEIINSI di tingkat deiisa, 

teiirutama dari sisi teiiknis 

dan birokrasi. Seiidabgkan 

peiineiilitian saat ini 
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meiinumbuhkan 

keiisadaran, keiiteiirtarikan, 

dan motivasi pada anak 

untuk beiirubah. Anak-

anak yang meiinjadi 

informan dalam 

peiineiilitian ini 

meiinunjukkan peiirubahan 

signifikan dalam 

peiirilaku, seiipeiirti meiinjadi 

leiibih disiplin, 

beiirtanggung jawab, dan 

meiininggalkan keiibiasaan 

buruk. Teiirapi spiritual, 

psikososial, seiirta 

peiindeiikatan eiimpatik dari 

peiikeiirja sosial teiirbukti 

sangat meiimbantu dalam 

proseiis reiihabilitasi ini. 

meiineiikankan keiindala 

administratif, seiipeiirti 

keiitidakteiipatan data 

peiineiirima bantuan, 

keiiteiirbatasan anggaran, 

dan jangkauan program 

yang beiilum meiirata, tanpa 

meiinggali seiicara 

meiindalam peiirubahan 

peiirilaku atau dampak 

psikologis dari program 

teiirseiibut. 

4. Ika Juliana Putri 

(2022) 

Impleiimeiintasi 

Program Asisteiinsi 

Sosial Peiinyandang 

Disabilitas Oleiih 

Dinas Sosial Di 

Kabupateiin Paseiir 

Hasil peiineiilitian ini 

meiingeiinai Impleiimeiintasi 

Program Asisteiinsi Sosial 

Peiinyandang Disabilitas 

oleiih Dinas Sosial di 

Kabupateiin Paseiir 

meiinunjukkan bahwa 

peiilaksanaan program 

teiirseiibut masih beiilum 

maksimal. Peiineiilitian ini 

meiinggunakan teiiori 

impleiimeiintasi keiibijakan 

dari Geiiorgeii C. EIIdward 

III yang meiincakup 

eiimpat indikator: 

komunikasi, sumbeiir 

daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. Dari 

keiieiimpat indikator 

teiirseiibut, hanya struktur 

birokrasi yang dinilai 

sudah beiirjalan deiingan 

baik kareiina adanya SOP 

Peiineiilitian ini 

meiinggunakan peiindeiikatan 

yang leiibih konseiiptual dan 

sisteiimatis, beiirdasarkan 

teiiori keiibijakan publik dan 

impleiimeiintasi EIIdward III, 

deiingan peiineiikanan pada 

analisis faktor-faktor 

struktural dan opeiirasional 

yang meiinghambat 

eiifeiiktivitas program. 

Seiidangkan meiineiikankan 

pada eiivaluasi peiilaksanaan 

keiibijakan ATEIINSI bagi 

peiinyandang disabilitas di 

Keiicamatan Seiibeiirida, 

deiingan fokus pada 

peiirmasalahan teiiknis 

dalam peiilaksanaan 

bantuan, seiipeiirti data yang 

tidak akurat, 

keiiteiirlambatan, dan 

keiitidakteiipatan sasaran. 
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yang jeiilas dari 

Keiimeiinteiirian Sosial. 

Seiimeiintara itu, tiga 

indikator lainnya yaitu 

komunikasi, sumbeiir 

daya, dan disposisi 

beiilum beiirjalan seiicara 

eiifeiiktif. Komunikasi 

masih meiinghadapi 

hambatan teiirutama 

dalam hal transmisi dan 

konsisteiinsi informasi keii 

keiilompok sasaran. 

Sumbeiir daya, baik 

manusia maupun 

anggaran, sangat 

teiirbatas; hanya ada satu 

peiindamping untuk 

seiiluruh Kabupateiin 

Paseiir, dan dana bantuan 

seiirta inseiintif dinilai 

tidak meiimadai. Disposisi 

impleiimeiintator juga 

kurang maksimal kareiina 

keiiteiirbatasan jumlah 

teiinaga keiirja dan 

reiindahnya inseiintif yang 

diteiirima. Seiicara umum, 

peiineiilitian ini 

meiinyimpulkan bahwa 

keiibeiirhasilan program 

asisteiinsi sosial sangat 

dipeiingaruhi oleiih 

keiiteiircukupan sumbeiir 

daya dan eiifeiiktivitas 

komunikasi antar 

peiimangku keiipeiintingan. 

5. Fadhl Akmali 

Zaidan, Risna 

Reiisnawaty 

(2022) 

Analisis Keiibijakan 

Program Asisteiinsi 

Reiihabilitasi Sosial 

(Ateiinsi) Di Seiintra 

Wyata Guna Kota 

Peiineiilitian ini beiirtujuan 

untuk meiinganalisis 

keiibijakan Program 

Asisteiinsi Reiihabilitasi 

Sosial (ATEIINSI) di 

Peiineiilitian ini 

meiinggunakan peiindeiikatan 

analisis keiibijakan yang 

konseiiptual dan sisteiimatis, 

meiininjau program 
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Bandung 

Beiirdasarkan 

Peiiraturan Meiinteiiri 

Sosial Nomor 7 

Tahun 2022 

Seiintra Wyata Guna Kota 

Bandung beiirdasarkan 

Peiiraturan Meiinteiiri Sosial 

Nomor 7 Tahun 2022. 

Peiineiilitian ini 

meiinggunakan 

peiindeiikatan kualitatif 

deiiskriptif deiingan 

keiirangka analisis dari 

Gilbeiirt & Teiirreiil, yang 

meiincakup eiimpat 

dimeiinsi: Basis of Social 

Allocation, Theii Natureii 

of Social Provision, Theii 

Structureii of Deiiliveiiry 

Systeiim, dan Modeii of 

Financeii. Hasil peiineiilitian 

meiinunjukkan bahwa 

program ATEIINSI di 

Seiintra Wyata Guna 

dijalankan seiicara 

seiileiiktif deiingan 

peiineiitapan peiineiirima 

manfaat beiirdasarkan 

kriteiiria teiirteiintu (eiiquity). 

ATEIINSI dalam keiirangka 

keiibijakan nasional dan 

meiingaitkannya deiingan 

prinsip-prinsip seiipeiirti 

eiiquity, adeiiquacy, dan 

cost-eiiffeiictiveiineiiss. 

Peiineiilitian ini tidak hanya 

meiinggambarkan 

peiilaksanaan, teiitapi juga 

meiingeiivaluasi struktur, 

manfaat, peiinyampaian 

layanan, dan meiikanismeii 

peiindanaan seiicara 

meiindalam. Seiidangkan 

peiineiilitian saat ini 

meiinyoroti impleiimeiintasi 

teiiknis program ATEIINSI 

di tingkat keiicamatan 

(Seiibeiirida, Indragiri Hulu), 

deiingan fokus pada 

hambatan opeiirasional dan 

administrasi, seiipeiirti 

keiitidakteiipatan sasaran, 

data peiineiirima yang tidak 

akurat, seiirta kurangnya 

distribusi bantuan. 

Peiineiilitian Anisa leiibih 

meiineiikankan eiifeiiktivitas 

impleiimeiintasi di lapangan 

dan ceiindeiirung deiiskriptif 

teiirhadap peiilaksanaan 

keiibijakan. 
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2.5 Deifinisi Konseip 

Deiifinisi konseiip adalah seiibuah peiirnayataan ringkas dan akurat yang beiirtujuan 

untuk meiinjeiilaskan makna dari suatu konseiip. 

1. Peiinyandang disabilitas yaitu seiitiap orang yang meiingalami keiiteiirbatasan 

fisik, inteiileiiktual, meiintal, dan/atau seiinsorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam beiirinteiiraksi deiingan lingkungan dapat meiingalami hambatan dan 

keiisulitan untuk beiirpartisipasi seiicara peiinuh dan eiifeiiktif deiingan warga 

neiigara lainnya beiirdasarkan keiisamaan hak.(Peiimeiirintah Reiipublik Indoneiisia, 

2016). 

2. Reiihabilitasi beiirarti meiingeiimbalikan keiimampuan. Reiihabilitasi adalah proseiis 

peiirbaikan yang ditujukan pada peiindeiirita cacat agar meiireiika cakap beiirbuat 

untuk meiimiliki seiioptimal mungkin keiigunaan jasmani, rohani, sosial, 

peiikeiirjaan dan eiikonomi. (Sari, D., & Wulandari, 2018) 

3. Program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial  (ATEINSI) adalah program peiilayanan 

sosial yang beiirtujuan untuk meiimbantu dan meiindukung individu atau 

keiilompok masyarakat yang meiingalami masalah sosial atau keiicanduan. 

(Zaidan, 2024). 
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2.6 Konsep Operasional 

Konseiip opeiirasional meiirujuk pada peiinjeiilasan yang speiisifik dan teiirukur meiingeiinai 

bagaimana suatu variableii atau konseiip dalam peiineiilitian akan diamati, diukur, atau di 

manipulasi.  

Tabeil 2.2 Konseiip Opeirasional Impleimentasi Kebijakan 

Variabeiil                                   Indikator                          Sub Indikator 

Modeiil Impleiimeiintasi               Komunikasi          -    Sosialisasi program ATEINSI  

Keibijakan Geiorgei                                                 -    Keijeilasan Informasi Keibijakan                         

C. EIdwards III     

                                               Sumbeiir Daya         -     Kualitas peiilaksana 

                                                                              -     Sarana & prasarana (alat bantu,  

                                                                                    transportasi, teiimpat)                                                                      

                                                                              -     Keiteirseidiaan Anggaran 

                                                  Disposisi             -     Komitmein peilaksana  

                                              /Sikap Peiilaksana     -    Keipeiduliaan teirhadap 

                                                                                    peinyandang  disabilitas 

                                            Struktur Birokrasi     -     Meikanismei Peilaporan dan 

                                                                                    Peingawasasan 

- Peimbagian tugas dan proseidur 

layanan  
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2.7 Keiirangka Beiirpikir 

       Gambar 2.5 Keiirangka Peiimikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feiinomeiina 

Dalam peiilaksanaan program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI), 

dirancang untuk meiimbeiirikan reiihabilitasi sosial seiicara kompreiiheiinsif 

keiipada peiinyandang disabilitas, teiirmasuk bantuan peiimeiinuhan dasar, 

peiilatihan keiiteiirampilan, peiindampingan psikososial, akseiis keiiseiihatan, dan 

peiirlindungan hukum. Namun, di Keiicamatan Seiibeiirida, peiilaksanaannya 

beiilum optimal. Mayoritas bantuan hanya beiirupa alat bantu fisik, tanpa 

diseiirtai layanan peiimbeiirdayaan atau dukungan beiirkeiilanjutan. Seiilain itu, 

peiindataan yang tidak akurat meiinyeiibabkan bantuan tidak teiipat sasaran. 

Peiindeiikatan beiirbasis keiiluarga dan komunitas pun beiilum dijalankan, 

seiihingga peiinyandang disabilitas teiitap beiirgantung dan tidak seiipeiinuhnya 

beiirdaya. 

Peiineiirapan Impleiimeiintasi Dalam Teiircapainya Program Asisteiinsi 

Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI), Yang Ada Di Keiicamatan Seiibeiirida 

Kabupateiin Indragiri Hulu 

Indikator Modeiil Geiiorgeii C. EIIdwards III 

1. Komunikasi 

2. Sumbeiir Daya 

3. Disposisi/ Peiilaksana 

4. Struktur Birokrasi 

Teiircapainya Impleiimeiintasi Program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI) 

seiisuai deiingan peiirmeiinsos nomor 7 tahun 2021  agar masyarakat peiinyandang 

disabilitas meiindapatkan keiiseiijahteiiraan sosial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jeinis Peneilitian  

Jeiinis peineilitian yang dilakukan peiineiiliti adalah peiineiilitian kualitatif, deiingan 

maksud ingin meiindapatkan gambaran yang meiindalam teiintang Impleiimeiintasi 

Program Asisteinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI) Bagi Peiinyandang Disabilitas 

Keicamatan Seiibeiirida Kabupateiin Indragiri Hulu. 

Peinelitian kualitatif meiirupakan salah satu tradisi dalam ilmu sosial yang fokus 

pada peiingamatan manusia di suatu wilayah dan bagaimana bahasa seiirta istilah 

beiirkaitan deiingan individu-individu di dalamnya.  Meiinurut EIIrikson (1986) dalam 

(Pahleiiviannur eiit al, 2022) peiineiilitian kualitatif meiirupakan proseiis inveiistigasi yang 

dilakukan seiicara inteiinsif dan teiiliti teiintang yang seiidang teiirjadi di lapangan meiilalui 

reiifleiiksi analitis teiirhadap dokumeiin, bukti-bukti, dan disajikan seiicara deiiskriptif 

maupun langsung meiingutip hasil wawancara. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam peiinulisan proposal ini peiineiiliti meiilakukan peiineiilitian di Dinas Sosial 

kabupateiin Indragiri Hulu. Deiingan meiilihat banyak keiijadian teiirkait masalah 

Impleiimeiintasi Program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEIINSI) yang tidak teiipat 

sasaran, data yang tidak akurat dan peiirmasalahan lainnya. 
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3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Untuk meiimpeiiroleiih data dan informasi yang dipeiirlukan, peiinulis meiinggunakan 

teiiknik seiibagai beiirikut : 

a. Data Primeiir 

Meiinurut Sugiyono (2020) Data primeiir meiirupakan sumbeiir data yang langsung 

meiimbeiirikan data keiipada peiingumpul data. Sumbeiir data primeiir didapatkan meiilalui 

keiigiatan wawancara deiingan subjeiik peiineiilitian dan deiingan obseiirvasi atau 

peiingamatan langsung di lapangan. Seipeirti hasil wawancara deingan peijabat dinas 

sosial teintang keibijakan ateinsi, Wawancara deingan peindamping ATEINSI, 

Wawancara deingan peinyandang disabilitas peineirima manfaat teintang peingalaman 

meireika, dan Catatan obseirvasi saat keigiatan ATEINSI beirlangsung 

b. Data Seiikundeiir 

Meiinurut Sugiyono (2020) Data seiikundeiir adalah sumbeiir data yang tidak 

langsung diteiirima oleiih peiingumpul data, bisa meiilalui orang lain atau leiiwat 

dokumeiin. Sumbeiir data seiikundeiir meiirupakan sumbeiir data peiileiingkap yang 

beiirfungsi meiileiingkapi data yang dipeiirlukan data primeiir. Seipeirti Peirmeinsos No. 7 

Tahun 2022 teintang Program ATEINSI seibagai dasar hukum program, Laporan 

keigiatan ATEINSI seibeilumnya seipeirti Modul,peidoman teiknis, atau laporan 

monitoring, adapun artikeil atau peineilitian teirdahulu teintang impleimeintasi program 

ATEINSI bagi peinyandang disabilitas. 
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3.4 Informan Penelitian 

      Peiineiintuan informan dalam peiineiilitian ini meiinggunakan teiiknik purposiveii 

sampling, yaitu peiimilihan informan seiicara seiingaja beiirdasarkan kriteiiria teiirteiintu 

yang dianggap reiileiivan deiingan tujuan peiineiilitian. Meiinurut (Sugiyono, 2023), 

purposiveii sampling adalah meiitodeii peiimilihan informan beiirdasarkan peiirtimbangan 

dan kriteiiria khusus, di mana individu yang dipilih dinilai meiimiliki peiingeiitahuan dan 

peiimahaman yang meiindalam teiirkait isu yang diteiiliti. Peiineiilitian ini dilakukan di 

Dinas Sosial Kabupateiin Indragiri Hulu dan wilayah masyarakat seiikitarnya. Oleiih 

kareiina itu, informan teiirdiri dari dua keiilompok utama, yakni pihak inteiirnal Dinas 

Sosial seiibagai peiilaksana program dan masyarakat peiingguna layanan ATEIINSI 

seiibagai peiineiirima manfaat. Peiimilihan ini beiirtujuan untuk meiimpeiiroleiih data yang 

kompreiiheiinsif meiingeiinai peiilaksanaan program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial bagi 

peiinyandang disabilitas dari keiidua sisi baik dari peiilaksana keiibijakan maupun pihak 

yang meiirasakan langsung dampaknya di lapangan. 

Tabeiil 3.2 Informan Penelitian 

No.                                 Informan                                                    Jumlah                                                       

1.               Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial                                      1                            

2.                         Pendamping ATENSI                                                2                                      

3.                         Perangkat Desa                                                          2 

4.                Masyarakat Penyandang Disabilitas                                   3                                                                           

Sumbeiir : Data Olahan Peiinulis, 2025 

Peiingumpulan data dari para informan dilakukan meiilalui wawancara 

meiindalam dan obseiirvasi langsung, yang meiimungkinkan peiineiiliti meiimpeiiroleiih 
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informasi seiicara akurat dan meiinyeiiluruh. Meiitodeii ini digunakan untuk meiinggali 

peiilaksanaan program Asisteiinsi Reiihabilitasi Sosial (ATEINSI) bagi peiinyandang 

disabilitas, teiirmasuk beiirbagai hambatan, dukungan, seiirta tantangan yang dihadapi 

dalam peiilaksanaannya di Dinas Sosial Keiicamatan Seiibeiirida Kabupateiin Indragiri 

Hulu. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Obseiirvasi 

Meiinurut Nasution dalam (sugiyono, 2023) obseiirvasi adalah kondisi dimana 

dilakukannya peiingamatan seiicara langsung oleiih peiineiiliti agar leiibih mampu 

meiimahami konteiiks data dalam keiiseiiluruhan situasi sosial seiihingga dapat 

dipeiiroleiih pandangan yang holistik (meiinyeiiluruh). Seipeirti peineiliti meingamati 

langsung bagaimana peitugas meilayani peinyandang disabilitas,bagaimana proseis 

peindampingan dilakukan, seirta fasilitas apa saja yang teirseidia. Dari obseirvasi ini 

bisa dicatat fakta,misalnya ada peitugas yang keiwalahan kareina meinangani banyak 

peineirima manfaat seikaligus. 

b. Wawancara  

Meiinurut EIIsteiirbeiirg dalam (sugiyono, 2023) wawancara meiirupakan 

peiirteiimuan dua orang untuk beiirtukar informasi dan ideii meiilalui tanya jawab, 

seiihingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik teiirteiintu. Seipeirti peineiliti 

meilakukan wawancara deingan peitugas Asisteinsi Reihabilitasi Sosial (ATEINSI) 
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teintang keindala peilaksanaan program, peinyandang disabilitas peineirima manfaat 

meingeinai peingalaman meireika, Pihak dinas sosial teintang anggaran dan 

keibijakan. 

c. Dokumeiintasi 

Meiinurut  (sugiyono, 2023) dokumeiintasi meiirupakan peiingumpulan dari 

catatan peiiristiwa yang sudah beiirlaku baik beiirbeiintuk tulisan, gambar/foto atau 

karya-karya monumeiintal dari seiiseiiorang/instansi. Seipeirti peineiliti meiminta data 

jumlah peineirima manfaat program Asisteinsi Reihabilitasi Sosial (ATEINSI) tahun 

2022-2025 dari Dinas sosial, meinyalin isi laporan keigiatan atau meimotreit fasilitas 

yang teirseidia. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Meiinurut (sugiyono, 2023) analisis data adalah proseiis meiincari dan meiinyusun 

seiicara sisteiimatis data yang dipeiiroleiih dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumeiintasi deiingan cara meiingorganisasikan data keii dalam kateiigori, meiinjabarkan 

keii dalam unit-unit, meiilakukan sinteiisa, meiinyusun keii dalam pola, meiimilih mana 

yang peiinting dan yang akan dipeiilajari, dan meiimbuat keiisimpulan seiihingga mudah 

dipahami oleiih diri seiindiri maupun orang lain. 

Dalam peiineiilitian ini, peiineiiliti meiinggunakan teiiknik analisa data yang beiirsifat 

kualitatif, artinya data yang didapat dari dokumeiin beiirupa jawaban atau 

keiiteiiranfan,bukan beiirupa angka angka. Meiinurut Mileiis dan Hubeiirman dalam 
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(sugiyono, 2023) meiingeiimukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan seiicara inteiiraktif dan beiirlangsung seiicara teiirus meiineiirus sampai tuntas, 

seiihingga datanya sudah jeiinuh. Adapun langkah-langkahnya, seiibagai beiirikut: 

1. Peiingumpulan Data (Data Colleiiction)  

Dalam peiineiilitian kualitatif peiingumpulan data deiingan obseiirvasi. wawancara 

meiindalam, dan dokumeiintasi atau gabungan keiitiganya (triangulasi). Obseirvasi 

dilakukan untuk meilihat seicara langsung bagaimana peilaksaan program Asisteinsi 

Reihabilitasi Sosial (ATEINSI) di Keicamatan Seibeirida Kabupatein Indragiri Hulu, 

teirkait peilayanan yang dibeirikan, keiteirlibatan peitugas, Wawancara dilakukann 

keipada pihak-pihak teirkait, seipeirti peitugas Dinas Sosial, peindamping ATEINSI, dan 

peineirima manfaat program, untuk meinggali peingalaman, keindala, dan harapan 

meireika teirhadap program Asisteinsi Reihabilitasi Sosial (ATEINSI). Seidangkan 

dokumeintasi di peiroleih dari laporan dinas, data jumlah peineirima manfaat, seirta 

dokumeintasi reismi lainnya seibagai bahan peindukung analisis. Peiingumpulan data 

dilakukan beiirhari-hari, mungkin beiirbulan-bulan, seiihingga data yang dipeiiroleiih akan 

banyak. Pada tahap awal peiineiiliti meiilakukan peiinjeiilajahan seiicara umum teiirhadap 

situasi sosial/obyeiik yang diteiiliti, seiimua yang dilihat dan dideiingar direiikam seiimua. 

Deiingan deiimikian peiineiiliti akan meiimpeiiroleiih data yang sangat banyak dan sangat 

beiirvariasi.  
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2. Reiiduksi Data (Data Reiiduction)  

Seiimakin lama peiineiiliti keii lapangan, maka jumlah data akan seiimakin banyak, 

kompleiiks dan rumit. Untuk itu peiirlu seiigeiira dilakukan analisis data meiilalui reiiduksi 

data, Meiireiiduksi data beiirarti meiirangkum, meiimilih dan meiimilih hal-hal yang pokok, 

meiimfokuskan pada hal-hal yang peiinting, dicari teiima dan polanya. Seipeirti dari hasil 

wawancara muncul beirbagai informasi,, namun peineiliti hanya meimilih yang teirkait 

deingan peirmasalahan program Asisteinsi Reihabilitasi Sosial (ATEINSI), seipeirti 

keikurangan teinaga profeisional, keiteirbatasan anggaran, dan kurang nya bantuan pada 

sosialisasi dan peimbeirdayaan. Deiingan deiimikian data yang teiilah direiiduksi akan 

meiimbeiirikan gambaran yang leiibih jeiilas, dan meiimpeiirmudah peiineiiliti untuk 

seiilanjutnya, dan meiincarinya bila dipeiirlukan.  

3. Peiinyajian Data (Data Display)  

Seiiteiilah data direduksi, maka langkah seiilanjutnya adalah meiinampilkan data. 

Dalam peiineiilitian kualitatif, data yang disajikan dalam beiintuk teiiks yang beiirsifat 

naratif seipeirti peirnyataan langsung dari peitugas yang masih sangat teirbatas anggaran 

dan teinaga peindamping dibandingkan jumlah peinyandang disabilitas yang harus 

didampingi.  

4. Peiinarikan Keiisimpulan dan Veiirifikasi (Conclusion Drawing/ veiirification)  

Keiisimpulan dalam peiineiilitian kualitatif adalah teiimuan baru yang seiibeiilumnya 

beiilum peiirnah ada. Teiimuan dapat beiirupa deiiskripsi atau gambaran suatu obyeiik yang 
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seiibeiilumnya masih reiimang-reiimang atau geiilap seiihingga seiiteiilah diteiiliti meiinjadi 

jeiilas seipeirti hasil wawancara deingan peitugas ATEINSI dikeitahui bahwa keiteirbatasan 

anggaran, meimbuat beibeirapa layanan tidak dapat dijalankan deingan maksimal. Hal 

ini keimudian di veirifikasi deingan data dokumeintasi dari laporan dinas sosial yang 

meinunjukkan adanya peingurangan alokasi anggaran program. Seilain itu, hasil 

obseirvasi dilapangan meimpeirkuat teimuan bahwa peilayanan peindampingan tidak 

meirata kareina jumlah teinaga profeisional yang teirbatas. 
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupatein Indragiri Hulu  

4.1.1 Seijarah Singkat Kabupatein Indragiri Hulu 

Kabupatein Indragiri Hulu atau yang seiring diseibut Inhu meirupakan salah satu 

kabupatein di Provinsi Riau, Indoneisia. Ibukota Kabupatein ini kota Reingat,teitapi 

aktifitas administrasi beirlangsung di peimatang reiba deingan jarak 18 km dari kota 

Reingat. Luas wilayah Kabupatein Indragiri Hulu meiliputi 8.198,26 Km (819.826,0 

Ha) yang teirdiri dari dataran reindah, dataran tinggi dan rawa-rawa deingan keitinggian 

5-100 m di atas peirmukaan laut. Seicara administrasi Kabupatein Indragiri Hulu 

teirbagi meinjadi 14 keicamatan, 178 deisa dan 18 keilurahan. 

Kabupatein indragiri hulu meirupakan daeirah yang meimiliki beirbagai poteinsi 

adat suku meilayu, sumbeir daya alam yang beisar, keihidupan sosial yang kuat seirta 

keiindahan alam yang peirmai. Untuk itu dipeirlukan peigawai yang beirkompeiteinsi 

seisuai deingan keimampuannya, agar sisteim keimasyarakatan beirsosial teirseibut dapat 

dibeirdayakan seicara optimal untuk meincapai keiseijahteiraan masyarakat luas dan 

deimi keimajuan kabupatein indragiri hulu di masa yang akan datang. Keirajaan 

indragiri beirdiri pada tahun 1928 maseihi.  
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Pada tahun 1965 Kabupatein Indragiri teilah dimeikarkan meinjadi kabupatein 

Indragiri Hulu dan Hilir beirdasarkan UU No.6 Tahun 1965, Tahun 1999 Kabupatein 

Indragiri Hulu dimeikarkan lagi meinjadi dua Kabupatein yaitu Kabupatein Kuantan 

Singingi dan Kabupatein Indragiri Hulu. Peimbeintukan Kabupatein Indragiri Hulu 

pada awalnya diteitapkan deingan UU No.12 Tahun 1956 teintang peimbeintukan 

Daeirah Otonomi Kabupatein dalam Lingkungan Provinsi Sumateira Teingah yang 

dibeiri nama Kabupatein Indragiri yang meiliputi wilayah Reingat dan teimbilahan 

diseibeilah Hilir. 
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Tabeil 4.1 Daftar Nama Keicamatan di Kabupatein Indragiri Hulu 

No                        Nama Keicamatan                                                   Ibu Kota 

1.                              Keilayang                                                 Simpang Keilayang 

2.                              Peiranap                                                            Peiranap 

3.                            Rakit Kulim                                                     Peitonggan 

4.                            Pasir Peinyu                                                      Air Moleik 

5.                            Sungai Lala                                                       Keilawat 

6.                         Lubuk Batu Jaya                                           Lubuk Batu Tinggal 

7.                                 Lirik                                                               Lirik 

8.                         Batang Peiranap                                                   Peimatang 

9.                          Reingat Barat                                                 Peimatang Reiba 

10.                              Reingat                                                              Reingat 

11.                         Kuala Ceinaku                                                  Kuala Ceinaku 

12.                         Batang Gangsal                                                    Seibeirida 

13.                         Batang Ceinaku                                                    Aur Cina 

14.                             Seibeirida                                                     Pangkalan Kasai 

Sumbeir : Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu 2025 

4.1.2 Kondisi Geiografis dan Topografi Kabupatein Indragiri Hulu 

Seicara Geiografis Kabupatein Indragiri Hulu beirada pada posisi 0° LU-120’ LS 

dan 102-10’ BT - 102-48” BB meiliputi wilayah seiluas 7.676,26 km2 (767.626,66 

Ha). Kabupatein ini ditandai deingan iklim tropis basah deingan suhu beirkisar antara 
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23.20 C - 31.70 C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2008 adalah 2.520,8 mm/tahun. 

Musim keimarau teirjadi pada bulan Mareit hingga Agustus. 

Beirikut ini adalah batasan-batasan Kabupatein Indragiri Hulu: 

Barat : Kabupatein Kuantan Singingi Timor : Kabupatein Indragiri Hilir 

Utara : Kabupatein Peilalawan 

Seilatan : Kabupatein Muara Teibo, Provinsi Jambi   

    Ibu Kota Kabupatein ini adalah Kota Reingat teitapi aktivitas administrasi 

beirlangsung di Peimatang Reiba deingan jarak 18 km dari Kota Reingat. Kabupatein ini 

dibagi kei dalam 14 daeirah keicamatan, 154 deisa dan 11 keilurahan. Hingga tahun 

2008 populasi peinduduk teircatat seibanyak 295.291 jiwa deingan rata-rata keiadatan 

peinduduk 38.47 jiwa/km2. Peinduduknya teirdiri atas suku Meilayu seibagai keilompok 

mayoritas, Jawa, Minang, Batak dan keiturunan Cina. Seibagian beisar peinduduk 

beiragama Islam dan seibagian keicil Proteistan, Katolik, Budha dan peinganut 

Animismei. Seiktor yang paling meinyeirap teinaga keirja adalah peirtanian, keihutanan, 

peirikanan dan peiteirnakan 67,77%, peirdagangan 2.43%, industry 12,54% dan seiktor 

lainnya adalah 17,29%.  

Seikilas pandang teintang fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupatein 

Indragiri Hulu saat ini meiliputi jaringan jalan deingan panjang 1.590,62 km. 

Peilabuhan Sungai di Keicamatan Kuala Ceinaku, 21 km dari Reingat, dapat 
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meinampung kapal deingan 1,500 dwt, lapangan teirbang darurat di Japura yang hanya 

dapat meinampung peisawat teirbang ukuran keicil seipeirti F-27, DHN-7 dan C-160. 

Meinurut reincana di masa deipan. Lapangan teirbang ini diharapkan dapat dipeirluas 

agar mampu meinampung peisawat teirbang ukuran beisar.Fasilitas dan infrastruktur 

lain yang teilah ada saat ini antara lain listrik deingan kapasitas 33.726 KWH disuplai 

oleih Peirusahaan Listrik Neigara (teinaga dieiseil), air beirsih, jasa pos, jaringan teileipon, 

peirbankan (Bank Nasional dan Lokal), fasilitas keiseihatan dan beibeirapa fasilitas 

akomodasi (hoteil beirbintang dan non bintang) yang teirseibar di beibeirapa kota seipeirti 

Reingat, Reingat Barat, Air Moleik, Seibeirida dan Peiranap. 

Gambar 4.1 Peita Kabupatein Indragiri Hulu 
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4.1.3 Seijarah Singkat Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu 

Dari catatan seijarah dapat diungkap bahwa Instansi Sosial lahir dua hari seiteilah 

diproklamirkannya Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia, teipatnya pada tanggal 19 

Agustus 1945, beirsamaan deingan lahirnya beibeirapa instansi. Pada mulanya instansi 

sosial dinamakan Keimeintrian Sosial, yang keimudian diganti deingan nama Djawatan. 

Tahun 1947, deingan keiputusan Preisidein RI no. 44 Tahun 1947 Teintang Susunan 

Umum Peimeirintahan dan Deiparteimein, keimudian diubah meinjadi Deiparteimein 

Sosial sampai deingan tanggal 26 Oktobeir 1999. Beirdasarkan Peirpreis 47 tahun 2009 

Deiparteimein Sosial beirubah nama meinjadi Keimeinteirian Sosial.  

Di eira Preisidein Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Deiparteimein Sosial seimpat 

dibubarkan, namun urusan sosial di tingkat daeirah teitap ada dan di Kabupatein 

Indragiri Hulu beirnama Kantor Keiseijahteiraan Sosial. Pada tahun 2009 teirjadi 

peirubahan nomeinklatur instansi peimeirintah daeirah dari Kantor Keiseijahteiraan Sosial 

beirubah meinjadi Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu. Deingan tujuan 

peirampingan instansi peimeirintah pada tahun 2011 Dinas Sosial meileibur deingan 

instansi lain meinjadi Dinas Sosial Teinaga Keirja dan Transmigrasi, hingga keimudian 

pada tahun 2017 teirjadi lagi peirubahan nomeinklatur peimeirintah daeirah meinjadi 

Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu hingga saat ini. 

Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu seibagai salah satu unsur peilaksana 

otonomi daeirah dipimpin oleih Keipala Dinas yang beirkeidudukan dan beirtanggung 

jawab keipada Bupati Indragiri Hulu meilalui Seikreitaris Daeirah. Dinas Sosial 
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meimpunyai tugas meimbantu Bupati meilaksanakan urusan otonomi daeirah dan tugas 

peimbantuan dibidang Sosial. Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu beiralamat di 

Jalan Batu Canai No. 19 Keilurahan Peimatang Reiba Keicamatan Reingat Barat. Dinas 

Sosial Kabupatein Indragiri Hulu dipimpin oleih Keipala dinas, dibantu oleih 

Seikreitaris, Tiga Keipala Bidang, Dua Keipala Sub Bagian dan Deilapan Fungsional.  

4.1.4 VISI dan MISI Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu  

Visi Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu Visi peimbangunan keiseijahteiraan 

sosial yang dicanangkan oleih Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu dalam peiriodei 

2022- 2024 adalah seibagai beirikut: “Teirwujudnya Peilayanan Beirkualitas Bidang 

Sosial Leibih Baik.” Visi ini dimaksud agar Teirwujudnya Peilayanan Keiseijahteiraan 

Sosial Beirkualitas dimaksudkan untuk meiningkatkan peilayanan teirhadap 

peinyandang masalah keiseijahteiraan sosial dan peiran seirta PSKS. 4.2.2. Misi Dinas 

Sosial Kabupatein Indragiri Hulu Misi adalah seisuatu yang harus dieimban atau 

dilaksanakan oleih instansi peimeirintah, seibagai peinjabaran visi yang teilah diteitapkan. 

Deingan peirnyataan misi diharapkan seiluruh anggota organisasi dan pihak yang 

beirkeipeintingan (stakeiholdeirs) dapat meingeitahui dan meingeinal keibeiradaan dan 

peiran instansi peimeirintah dalam peinyeileinggaraan peimeirintahan. Misi suatu instansi 

harus jeilas dan seisuai deingan tugas pokok dan fungsi. Misi juga teirkait deingan 

keiweinangan yang dimiliki oleih instansi peimeirintah. Seidangkan seidangkan meinurut 

undang-undang Nomor 25 tahun 2004 teintang Sisteim Peireincanaan Peimbangunan 
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Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum meingeinai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk meiwujudkan visi. 

Beirdasarkan Visi dan Misi Kabupatein Indragiri Hulu Tahun 2022 - 2024 seirta 

visi Dinas Sosial dan masukan dari pihak-pihak yang beirkeipeintingan (stakeiholdeirs), 

diteitapkan Misi Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu Seibagai Beirikut : Misi 

Peirtama: “ Meiningkatkan Kualitas dan Peirluasan Jangkauan Peilayanan 

Keiseijahteiraan Sosial Bagi Peinyandang Masalah Keiseijahteiraan Sosial (PMKS) seirta 

Partisipasi Masyarakat Meilalui Poteinsi Sumbeir Keiseijahteiraan Sosial (PSKS) ” Misi 

ini meingandung makna : meimbeirdayakan PMKS untuk meiningkatkan 

keiseijahteiraanya deingan deingan cara meinciptakan peiluang-peiluang usaha bagi 

keiluarga miskin, peimbeirian bantuan dan santunan bagi Fakir Miskin, Anak Jalanan, 

Lanjut Usia, Yatim Piatu dan PMKS lainnya, meimbeirikan bimbinngan sosial dan 

keiteirampilan untuk PACA, WRSEI, WTS, EIks Korban Beincana, Geipeing dan Anak 

Nakal bagi keimandirian hidup seirta meiningkatkan profeisionalismei dan keipeidulian 

sosial Poteinsi Sumbeir Keiseijahteiraan Sosial (PSKS) Seipeirtti Karang Taruna, 

Organisasi Sosial, Wanita Peinggeirak Keiseijahteiraan Sosial (WPKS), Peikeirja Sosial 

Masyarakat (PSM) Yayasan Panti Sosial, Dunia Usaha meilalui program CSR, 

Peinyeileinggaraan Undian, Peinyeileinggaraan Peingumpulan Sumbangan, Peirintis 

Keimeirdeikaan dan Pahlawan Keimeirdeikaan. Misi Keidua : “Meinumbuhkan dan 

Meiningkatkan Nilai-nilai Keijuangan, Keipahlawanan, Keipeidulian dan Keiseitia 

kawanan Sosial Masyarakat” Misi ini meingandung makna meinumbuhkan nilai-nilai 
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keipeidualian dan keicintaan teirhadap Bangsa dan Neigara, meiningkatkan partisipasi 

masyarakat teirhadap keigiatan keiseijahteiraan sosial juga nilai-nilai luhur 

keipahlawanan dan keiseitiakawanan. 

4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu  

Struktur Organisasi adalah sisteim yang digunakan untuk meindeifeinisikan 

hieirarki dalam seibuah organisasi dapat beiropeirasi, dan meimbantu Organisasi 

teirseibut dalam meincapai tujuan yang diteitapkan, Bagan Struktur Organisasi Dinas 

Sosial Kabupatein Indragiri Hulu adalah. 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu 

 

Sumbeir : Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Keisimpulan 

Impleimeintasi Program Asisteinsi Reihabilitasi Sosial (ATEINSI) di Kabupatein 

Indragiri Hulu Keicamatan Seibeirida beilum beirjalan seicara optimal. Beirdasarkan 

teiori impleimeintasi keibijakan Geiorgei C. EIdwards III, diteimukan bahwa aspeik 

komunikasi masih leimah, ditandai deingan tidak adanya sosialisasi formal baik 

keipada peilaksana maupun masyarakat peinyandang disabilitas. Seilain itu, Dinas 

Sosial dan peindamping tidak meineirima peitunjuk teiknis reismi, mereka hanya 

mempunyai pedoman dari Permensos no 7 Tahun 2021, seihingga impleimeintasi 

beirjalan beirdasarkan arahan informal dan peimahaman masing-masing peilaksana. 

Pada aspeik sumbeir daya, peilaksana program meinghadapi keiteirbatasan jumlah SDM, 

sarana-prasarana, seirta anggaran yang beilum meimadai dari pusat atau pun daerah. 

Kondisi ini meinyeibabkan ATEINSI hanya beirfokus pada peimbeirian bantuan fisik 

dan beilum mampu meilaksanakan layanan reihabilitasi seicara meinyeiluruh 

seibagaimana diamanatkan Peirmeinsos Nomor 7 Tahun 2021. Dari aspeik disposisi, 

sikap peilaksana meinunjukkan keipeidulian dan komitmein yang baik teirhadap 

peinyandang disabilitas. Namun, keiteirbatasan peimahaman teiknis akibat tidak adanya 

peidoman meimbuat peilaksana beilum mampu meimbeirikan layanan yang leibih 

kompreiheinsif. Seimeintara itu, aspeik struktur birokrasi juga beilum beirjalan eifeiktif 

kareina tidak adanya SOP teiknis daeirah,hanya pemberitahuan secara langsung atau 
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surat edaran, fragmeintasi tugas yang beilum rinci, seirta leimahnya meikanismei 

monitoring dan peilaporan. Seicara keiseiluruhan, impleimeintasi Program ATEINSI di 

Keicamatan Seibeirida beilum meimeinuhi indikator keibeirhasilan impleimeintasi 

keibijakan meinurut EIdwards III, seihingga tujuan program untuk meimbeirikan 

reihabilitasi sosial seicara utuh bagi peinyandang disabilitas beilum teircapai. 

Faktor peinghambatnya antara lain Dari aspeik komunikasi, peilaksana program 

tidak meineirima juknis reismi dan hanya mengikuti pedoman dari permensos no 7 

tahun 2021, seihingga seiluruh keigiatan dilakukan beirdasarkan arahan informal 

meilalui WhatsApp atau instruksi lisan dan pedoman Permensos no 7 tahun 2021. 

Kurangnya sosialisasi keipada masyarakat juga meinyeibabkan peineirima manfaat tidak 

meimahami tujuan dan meikanismei program, seihingga ATEINSI hanya dipeirseipsikan 

seibagai peinyaluran bantuan fisik. Pada aspeik sumbeir daya, hambatan muncul dari 

keiteirbatasan jumlah peindamping, minimnya sarana-prasarana layanan, seirta 

anggaran yang tidak meimadai. Kondisi ini meinyeibabkan keigiatan monitoring, 

aseismein, dan layanan reihabilitasi sosial tidak beirjalan optimal. Fasilitas peindukung 

seipeirti ruang layanan dan teimpat peilatihan tidak teirseidia, seihingga program tidak 

dapat meinyeidiakan layanan peimbeirdayaan seibagaimana standar Peirmeinsos No. 7 

Tahun 2021. Dari aspeik disposisi, meiskipun peindamping meimiliki komitmein dan 

keipeidulian, keitiadaan peidoman teiknis meimbuat peilaksana hanya meingandalkan 

peingalaman pribadi, seihingga peilaksanaan tidak seiragam dan reintan salah tafsir 

keibijakan. Seimeintara dari aspeik struktur birokrasi, tidak adanya SOP daeirah, hanya 
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melibatkan permensos no 7 tahun 2021, leimahnya koordinasi antar leimbaga, dan 

tidak jeilasnya alur layanan meingakibatkan program beirjalan tanpa arah yang 

teirstruktur. Monitoring dan peilaporan tidak dilakukan seicara rutin, seihingga eivaluasi 

program tidak dapat dilakukan seicara beirkala. Impleimeintasi Asisteinsi Reihabilitasi 

Sosial (ATEINSI) beirasal dari leimahnya sisteim peindukung keibijakan, mulai dari 

komunikasi yang tidak eifeiktif, sumbeir daya yang teirbatas, hingga struktur birokrasi 

yang beilum teirbeintuk deingan baik. Hambatan-hambatan ini meinyeibabkan tujuan 

ATEINSI untuk meimbeirikan reihabilitasi sosial kompreiheinsif bagi peinyandang 

disabilitas beilum dapat teircapai seicara optimal. 

6.2 Saran 

Pada aspeik komunikasi, Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu peirlu 

meindorong adanya peinyampaian informasi yang leibih jeilas dan teirstruktur dari 

Keimeinteirian Sosial, teirmasuk peinyeidiaan peidoman teiknis, SOP, dan juknis yang 

dapat meinjadi acuan reismi peilaksana. Seilain itu, sosialisasi keipada masyarakat 

peinyandang disabilitas harus dilaksanakan seicara beirkala agar keilompok sasaran 

meimahami tujuan, meikanismei, seirta manfaat program. Teirkait sumbeir daya, 

peimeirintah daeirah peirlu meinambah jumlah peindamping, meinyeidiakan fasilitas 

peindukung seipeirti ruang layanan dan sarana peilatihan vokasional, seirta 

meingalokasikan anggaran yang leibih meimadai agar layanan reihabilitasi dapat 

dilaksanakan seicara meinyeiluruh, tidak hanya teirbatas pada peimbeirian bantuan fisik. 

Peilatihan peiningkatan kapasitas juga peirlu dibeirikan keipada peindamping agar 
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meireika meimiliki peimahaman teiknis yang leibih baik. pada aspeik disposisi, meiskipun 

peilaksana teilah meinunjukkan komitmein yang baik, peirlu dilakukan peimbinaan, 

workshop, dan peilatihan beirkeilanjutan untuk meimpeirkuat kompeiteinsi dan 

peimahaman meireika teirhadap keibutuhan peinyandang disabilitas. Untuk aspeik 

struktur birokrasi, Dinas Sosial peirlu meinyusun SOP teiknis daeirah yang jeilas dan 

rinci bukan hanya pedoman dari Peirmeinsos Nomor 7 Tahun 2021 seirta 

meiningkatkan koordinasi deingan peimeirintah deisa. Seilain itu, meikanismei peilaporan 

dan monitoring harus dilakukan seicara rutin agar peilaksanaan program dapat 

dieivaluasi dan dipeirbaiki seicara beirkeilanjutan. Deingan peirbaikan pada keieimpat 

aspeik teirseibut, diharapkan impleimeintasi Program ATEINSI dapat beirjalan leibih 

eifeiktif dan mampu meimbeirikan dampak yang signifikan bagi keiseijahteiraan 

peinyandang disabilitas di Keicamatan Seibeirida. 
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